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ABSTRAK 
 
Dana desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang 
dilaksanakan di desa  dengan pelayanan kepada publik yang 
meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan 
pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa tidak 
hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam 
pembangunan. Pembangunan desa berupaya untuk meningkatkan 
kehidupan yang berkualitas atau peningkatan kesejahteraan 
masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat desa berupaya 
untuk pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat 
melalui peningkatan pengetahuan, perilaku, kesadaran, sikap, 
keterampilan, kemampuan serta pemanfaatan sumber daya dengan 
menetapkan kegiatan, program, dan kebijakan, serta pendampingan 
yang perlu disesuaikan dengan esesnsi permasalahan dan prioritas 
kebutuhan masyarakat desa. Indikator yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kepuasan, yaitu kualitas yang diberikan sesuai 
dengan yang dijanjikan dan pelayanan yang baik memberikan 
kepuasan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana 
pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa Natar, 
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana 
pandangan ekonomi Islam dalam pengelolan dana desa terhadap 
kepuasan masyarakat di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten 
Lampung Selatan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di 
Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan 
untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi islam dalam 
pengelolan dana desa  terhadap kepuasan masyarakat di desa Natar, 
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan, menurut sifatnya penelitian 
ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah 
data perimer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner, wawancara dan 
dokumentasi. Dalam langkah menganalisis data yaitu mengoleksi 
data, merangkum data, menyajikan data, menarik kesimpulan. 
Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan penelitian yaitu pengelolaan 
dana desa terhadap kepuasan masyarakat sudah berjalan cukup 
efektif dengan terealisasinya pembangunan dan pemberdayaan 
  
masyarakat dan tercapainya visi misi desa serta keinginan 
masyarakat yang terwujud. Menurut Islam pengelolan dana  terhadap 
kepuasan masyarakat sudah berdasarkan sifat tauladan nabi yaitu 
Siddiq (jujur), Fathanah (cerdas), Amanah (terpercaya), dan Tabliq 
(transparan)  dan juga sudah berdasarkan prinsip ekonomi Islam 
yaitu maslahah dan falah (kesejahteraan).serta sudah berdasarkan  
prinsip ekonomi Islam yaitu Maslahah dan falah dengan menjadikan 
masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. 
 
Kata kunci: Dana Desa, Ekonomi Islam, Kepuasan Masyarakat 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.  Penegasan Judul 
Sebelum masuk kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu 
penulis akan menjelaskan arti dan maksud dari istilah-istilah yang 
terdapat dalam judul skripsi ini. Judul ini adalah ANALISIS 
PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KEPUASAN 
MASYARAKAT DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM 
(Studi pada: Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 
Selatan Tahun 2015-2018). Untuk menghindari kesalah pahaman 
dalam penulisan judul skripsi ini terlebih dahulu dijelaskan kata yang 
ada didalamnya. 
1. Analisis 
Analisis adalah proses dimana penguraian suatu pokok atas berbagai  
bagiannya dan penelaahan bagian  itu sendiri serta hubungan antara 
bagian itu untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman 
arti keseluruhan.1 
2. Pengelolaan adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari 
Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, 
Pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan.2 
                                                             
1Nugroho Eko,Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 
2002), h.65 
2 Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keungan Desa. 
  
3. Dana Desa 
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat 
yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja  Daerah 
(APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan 
masyarakat, dan kemasyarakatan.3  
4. Kepuasan Masyarakat 
Kepuasan Masyarakat adalah tingkat perasaan seseorang setelah 
membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan yang 
diharapkan.4 
Dari penegasan judul di atas, maksud dari judul skripsi ini 
adalah suatu penelitian yang akan mengungkapkan apakah 
pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat 
di desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 
B. Alasan memilih judul 
Adapun alasan penulis dalam memilih judul analisis pengelolaan 
dana desa terhadap kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif 
 Pengelolaan dana desa  sangat penting terhadap kepuasan 
masyarakat di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 
                                                             
3Haw widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Ynag Bulat Dan Utuh, (Jakarta: 
PT Raja GrafindoPersada,2003), h.133. 
4Philip Kolter, Manajemen Pemasaran (Jakarta:Indeks 2005), h.70 
  
Selatan, oleh sebab itu penulis ingin mengetahui apakah pengelolaaan 
dana desa berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. 
2. Alasan Subjektif 
a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan 
penulisan skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana dibidang  Eknomi Islam Faktutas 
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 
b. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca dan 
pihak Pemerintah Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten 
Lampung Selatan tentang kepuasan masyarakat terhadap 
pengelolaan Dana Desa. Judul ini memberikan penambahan 
dan pengembangan wawasan baik bagi penulis, pembaca, 
maupun Masyarakat Desa Natar. 
C. Latar Belakang Masalah 
Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang 
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/kota yang digulirkan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan 
pemberdayaan masyarakat. Dana Desa memiliki peran penting dalam 
peningkatan ekonomi masyarakat desa. Dana Desa memiliki peran 
  
penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa. Dengan 
pemanfaatan dan pengalokasian yang efektif dan efisien.5 
Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 113 
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan 
proses kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, 
Pelaporan, Pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan 
keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas 
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan 
disiplin anggaran. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa adalah penatausahaan hanya terdiri dari 
buku-buku dengan dilengkapi bukti-bukti transaksi. Selain itu bendahara 
dapat membuat laporan keuangan berupa neraca. Neraca 
menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan 
modal dana pada satu periode. 
Undang-undang tentang desa, menegaskan bahwa desa adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1ayat 
1). Dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
                                                             
5 Haw widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Ynag Bulat Dan Utuh, (Jakarta: 
PT Raja GrafindoPersada,2003), h.133-134 
 
  
mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan 
pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat 
masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan NKRI. Implementasi otonomi bagi desa 
akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur 
dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah 
pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian 
penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggung 
jawabkan. 
Islam memandang suatu kepuasan atas masyarakat adalah hal yang 
penting sehingga kepuasan dalam pandangan Islam memliki kesesuaian 
seseorang akan merasakan kepuasan bila apa yang didapat seseorang lebih 
dari apa yang diharapkan. Rasa adil kepuasan seseorang didapat bagaimana 
seseorang merasakan adanya suatu keadilan atas situasi tertentu, dan dengan 
cara membandi ngkan dirinya dengan orang lain. Salah satu pentingnya 
kepuasan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena 
dengan adanya kepuasan akan menghasilkan pembangunan yang 
berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki 
taraf hidupnya ke yang lebih baik. Kepuasan Kerja dalam Pandangan Islam 
merupakan agama yang menjunjung tinggi kerja karena bekerja merupakan 
salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, Islam 
mewajibkan kepada umatnya untuk berusaha dan bekerja keras secara 
positif (halal, baik, barokah dan tidak berbuat curang/dholim) sehingga 
tercapai kesejahteraan dan kemakmuran hidup (kepuasan). Kepuasan kerja 
  
dalam pandangan Islam telah disinggung dalam ayat-ayat Al-Qur’an. 
Seperti dalam surat At- Taubah ayat 105, yaitu: 
 ِ ُ َو ٱ ْ ا ُ  َ ۡ  ىَ َ ََ ٱ ُ     ُ ُ  َُرَو  ۡ َُ  َ َۥ  َوٱ َۖن  ُ ِ ۡ ُۡ   ٰ َِإ َنو دَ ُ ََو
 ِ ِ ٰ َ ٱ ِ  ۡ َۡ   َوٱ ِة َٰ َ      َن ُ  َ ۡ َ  ۡ ُ  ُ   َِ    ُ ُِ َّ  ُ َ    
Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya 
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”6    
                        . 
Sebagaimana Surat diatas menjelaskan tentang Segala bentuk 
pekerjaan atau perbuatan bagi seorang muslim yang harus dilakukan dengan 
sadar dan dengan tujuan yang jelas yaitu sebagai bentuk pengabdian kepada 
Allah semata-mata, oleh karenanya segala aktifitas hidup dan kehidupan 
merupakan amal yang diperintahkan dalam Islam. Terwujudnya kepuasan 
pada diri masyarakat sangat berkaitan erat dengan bagaimana cara kepala 
desa mengelola dana desa dengan adil dan merata kepada masyarakat.  
Berdasarkan dari uraian diatas, dengan fokus utama dalam penelitian 
ini adalah melihat bagaimana pengelolaan dana desa terhadap kepuasan 
masyarakat. Dari latar belakang diatas penulis mencoba memahami, 
mengkaji, dan menganalisis permasalahan tersebut kedalam skripsi yang 
berjudul “ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP 
KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI 
                                                             
6Al-qur’an terjemah  
  
ISLAM ( Studi pada Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten 
Lampung Selatan Tahun 2015-2018)” 
D.   Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di 
Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan ? 
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam dalam pengelolan dana desa 
terhadap kepuasan masyarakat di Desa Natar, Kecamatan Natar, 
Kabupaten Lampung Selatan ? 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa 
terhadap kepuasan masyarakat di Desa Natar, Kecamatan 
Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi islam 
dalam pengelolan dana desa  terhadap kepuasan masyarakat 
di desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 
Selatan. 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Secara Teoritis 
Agar dapat tambahan literatur atau referensi dan menambah   
ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu 
ekonomi. 
  
  
b. Secara Praktis 
1. Bagi Penulis: Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu 
syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.E 
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden 
Intan Lampung, dan menambah pengetahuan dan 
pengalaman penelitian khususnya yang berhubungan 
dengan pengelolaan dana desa terhadap kepuasan 
masyarakat di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten 
Lampung Selatan. 
2. Bagi Aparatur: Dapat dijadikan sebagai rujukan dalam 
pengambilan  keputusan dalam menentukan apa yang 
akan diambil sebagai pedoman program pengelolaan 
Dana Desa. 
3. Bagi Mahasiswa: Dapat dijadikan sebagai suatu informasi 
tentang   kepuasan Masyarakat. 7 
 
F. Metode Penelitian 
 Metode adalah cara cepat untuk melakukan suatu dengan 
menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. 
8 Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai 
berbagai masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan data 
                                                             
7M.ahmadanwar,  Prinsip-PrinsipMetodologiresearch,  ( Yogyakarta: 
PenerbitSumbangsih, 1975 ), h.2 
8Cholid nuroboko dan Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: PT  Bumi Aksara, 
1997), h.1 
  
dan penafsiran fakta-fakta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
penelitian kualitatif.9 
1. Jenis dan sifat penelitian 
a.  Jenis penelitian 
  Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu penelitian 
ini dilakukan di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten 
Lampung Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat 
data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti, 
yaitu dengan menganalisa bagaimana pengelolaan dana desa 
terhadap kepuasan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam 
di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 
b.  Sifat penelitian 
 Penelitian ini adalah membuat gambaran secara sistematik, 
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antara fenomena yang diseidiki10. Penelitian deskriptif 
yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan 
mekanisme desa dan bagaimana pengelolaan dana desa terhadap 
kepuasan masyarakat di Desa Natar, Kecamatan Natar, 
Kabupaten Lampung Selatan. 
2. Data dan Sumber Data 
                                                             
9Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2014),  
h,.2 
10Moh Nazir, Metode penelitian, (Bogor:Ghlia indonesia, 2003) ,h.54 
  
Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu sumber 
data primer dan data sekunder11. 
a. Sumber Data Primer 
Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau 
lokasi yaitu di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten 
Lampung Selatan melalui kuesioner dan interview yang 
diberikan secara langsung kepada responden. Dalam penelitian 
ini kuesioner dan inteview dilakukan untuk memudahkan dalam 
mendefinisikan suatu data yang kemudian diolah dalam 
melakukan analisis data.  
b. Sumber Data Sekunder  
Data sekunder digunakan dalam penelitian  ini diperoleh melalui 
berbagai data dari catatan-catatan, dokumentsi, laporan, artikel-
artikel dari internet serta berbagai refeensi mengenai kepuasan 
masyarakat terhdap pengelolaan dana desa di Desa Natar, 
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
 Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian digunakan 
teknik berikut: 
a. Observasi 
Studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena dan 
gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Dalam 
menggunakan observasi,  teknik ini dilakukan dengan cara 
                                                             
11Husein Umar, Riset pemasaran  dan perilaku konsumen, (Jakarta: Bumi 
Aksara,2006),  h.57 
  
melakukan pengamatan langsung. 12  Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui pengelolaan dana desa terhadap kepuasan 
masyarakat di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten 
Lampung Selatan. 
b. Kuesioner  
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis 
kepada responden untuk dijawabnya. Selain itu kuesioner juga 
cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar 
diwilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau 
pernyataan tertutup atau terbuka. Tekhnik ini dilaksanakan 
dengan memberikan pertanyaan terstruktur kepada responden 
yang disajikan dalam bentuk pertanyaan tertutup untuk 
memudahkan penelitian dalam melakukan analisa data. 
Sementara untuk keperluan analisis, maka alternatif jawaban yang 
diberikan adalah: 
1) SS =  Sangat Setuju 
2) S =  Setuju 
3) R =  Ragu 
4) TA =  Tidak Setuju 
5) STS =  Sangat Tidak Setuju 
Masing-masing  jawaban memiliki nilai sebagai berikut: 
1) SS = 5 
2) S = 4 
                                                             
12 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Politik (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2006), h. 83 
  
3) R = 3 
4)  TA = 2 
5)  STS = 1 
 
 
 
 
c. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik 
pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian 
deskriptif  kualitatif.13 Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan 
dengan cara wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas 
dengan pimpinan dan aparatur desa serta masyarakat tentang 
pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa Natar, 
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.  
d. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui 
dokumen. 14  Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari 
penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 
kualitatif. 15  Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik 
pengumpulan data yang didukung dari data skunder yang berkitan 
                                                             
13 Nana Syaodih Sukmadinta, Metoode Penelitian, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya. Cetb.III, 2007),h, 216. 
14 M. Iqbal Sukmadinata, Metode Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia 
Indonesia,2002),h.87. 
15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D, (Bandung: 
Alfabeta, 2013),h.240. 
  
dengan pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di 
Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 
4. Populasi dan Sampel 
   Secara khusus dalam penelitian kualitatif tidak digunakan 
istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari suatu kasus 
tertentu atau fenomenal tertetu yang hasilnya tidak akan mewakili 
kebenaran  populasi, akan tetapi ditransferkan pada situasi sosial yang 
lainnya memiliki kemiripan dengan situasi sosial yang sedang diteliti. 
Populasi maupun sampel dalam penelitian kulaitatif lebih tepat 
dikatakan sebagai sumber data pada situasi sosial tertentu, shingga 
didalamnya terkandung objek penelitian, baik benda, orang, maupun 
nilai.16 
a. Populasi Penelitian 
Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada 
wilayah dan waktu serta dengan kualitas tertentu yang akan 
diamati/diteliti. 17  Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi 
dalam penelitian ini adalah semua masyarakat  desa Natar, 
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sampai pada tahun 
2018 sebanyak 15.384 jiwa yang terdiri dari laki-laki 7.866 jiwa, 
perempun 7.518 jiwa dan kepala keluarga sebanyak 3.820 KK yang 
terbagi dalam 11 wilayah dusun.18 
b. Sampel penelitian 
                                                             
16 Kaen, M.S. Metode Penelitian kualitatif interdisipliner, (Yogyakarta: 
Paradigma, 2012) ,h.74. 
17 Superdi, Metodologi Penelitian ekonomi dan bisnis, (Yogyakarta: UIII Press, 
2005), h.101 
18 Dokumen kelurahan desa natar 
  
Sampel dalam penelitian ini adalah narasumber, terdiri dari 
60 sampel 55 terdiri dari KK masyarakat desa Natar, Kecamatan 
Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan 5 terdiri dari Kepala desa, 
sekretaris desa, bendahara desa, badan permasyarakatan desa dan 
staf desa. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara 
purposive sampling, yaitu cara pengambilan sampel dilakukan 
berdasarkan pertimbangan tertentu.19  
5. Teknik pengolahan data 
    Penelitian kualitatif dalam peroses penentuan sampel lebih 
tepat menggunakan sistem nonprobability sampling, karena dalam 
penelitian ini menggunakan salah satu teknik nonprobability sampling 
yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 
pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan atau tujuan 
tertentu. Pertimbangan atau tujuan tertentu ini misalnya orang atau 
responden tersebut dianggap tahu atau mewakili tentang apa yang akan 
di ungkapkan dalam penelitian. 
6. Teknik Analisa Data 
Analisa data merupakan  proses mencari dan menyusun sistem 
secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, kuesioner, 
catatan lapangan, dan dokumentsi dengan cara mengorganisasikan data 
ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 
dan menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 
akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 
                                                             
19 Sugiyono, Metode penelitian kualitatif  dan R&D (Bandung:ALFABETA 2012), 
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oleh diri sendiri maupun orang lain.20 Guna  menganalisis data yang 
penulis kumpulkan maka digunakan metode analisis data yang bertitik 
tolak dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara 
umum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data 
yang bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang 
diperoleh melalui instrumen penelitian. Analisis data adalah proses 
menyusun data agar dapat ditafsirkan. 21  Analisis data ini sendiri 
dilakukan dalam tiga cara yaitu: 
1. Reduksi data 
Reduksi data merupakan proes pembinan, pemusatan, 
perhatian, pengabstraksian dan pentrsnformasian data kasar dari 
lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 
fokus, penting dalam penelitian, dengan demikian data yang telah 
diredusi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 
mempermudah peneliti pengumpulan data selanjutnya. 
2. Display data 
Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang 
dihasilkan dari observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi 
dikumpulkan sehingga tersusun yang memberikan kemungkinan 
untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, yang 
disajikan antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan dan 
bagan22  
                                                             
20Ibid,h.335 
21Ibid.h 103 
22Ibid.,h.249 
  
Data yang direduksi selanjutnya dipaparkan. Pemaparan 
dilakukan sesuai hasil analisa (pengamatan) yang telah dilakukan. 
Teknik ini merupakan langkah ke dua setelah reduksi data guna 
memudahkan peneliti untuk memahami tentang permasalahan yang 
ada pada pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat. 
Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran 
tentang pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di 
Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 
3. Kesimpulan dan verifikasi 
Verifikasi merupakan satu bagian dari konfigurasi yang utuh. 
Makna-makna yang muncul dari data uji kebenerannya dan 
kesesuaiannya sehingga validasinya terjamin. Dalam tahap ini, 
peneliti mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, 
dikelompokkan yang telah terbentuk, kemudian melaporkan hasil 
penelitian secara lengkap.23 
 
 
 
 
 
 
                                                             
23 Ibid,h.251 
 
 
  
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Pengelolaan 
1. Pengertian Pengelolaan  
Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 
113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah 
keseluruhan proses kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, 
Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, serta Pembinaan 
dan Pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola 
berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta 
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan 
keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai 
tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 
Menurut James A.F Stoner, pengelolaan merupakan proses 
perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian 
upaya anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber dya 
organisasi untuk mencpai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini 
pengelolaan diartikan sebagai suatu proses karena semua pemimpin 
usaha apapun keahlian dan keterampilannya, terlibat dalam kegiatan 
yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi.24  
                                                             
24James A.F , Stoner,  Management, Edisi Kedua. Prentice Hall International, inc( 
New York, 2005),h.9. 
  
Menurut Fayol Siagian mengemukakan bahwa fungsi pengelolaan 
ada 5 (lima) macam yaitu:25 
 
a. Pengorganisasian 
b. Pemberi Komando 
c. Pengkoorganisasian 
d. Pengawasan.  
Pengelolaan adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil 
yang diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan 
mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber-sumber daya. 
Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-
tindakan : perencanaan, pengorganisasian, menggerakan dan pengawasan 
yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang 
telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-
sumber lain.26 
Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang 
dimaksud dengan pengelolan adalah suatu rangkaian kegiatan yang 
berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan 
yang bertujuan menggali dan memanfaatkan berbgai sumber daya yang 
dimiliki secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan. 
2. Indikator Pengelolaan 
Adapun Indikator  pengelolaan dana desa menurut 
Permendagri  No 113 Tahun 2014 adalah  
                                                             
25Siagian, Managemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 
2000),h.62. 
26Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah, (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2011),h.22 
  
a) Transparan, yaitu keterbukaan dalam manajemenpemerintah, 
lingkungan, ekonomi, dan social. 
b) Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang 
demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan 
mengemukakan partisipasi atau aspirasi masyarakat 
c) Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari 
yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan 
kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai 
yang memberi amanah puas. Bila belum ada atau tidak 
mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi. 
3. Fungsi Pengelolaan 
Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang 
pengelolaaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa meliputi 
berikut:27 
a. Perencanaan  
1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.  
2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa kepada Kepala Desa.  
3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan 
oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa 
untuk dibahas dan disepakati bersama.  
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4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati 
bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 28 
b.  Pelaksanaan 
1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka 
pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui 
rekening kas desa. 
2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan 
perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan 
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 
3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang 
lengkap dan sah.29 
c. Penatausahaan 
1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. 
2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap 
penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku 
setiap akhir bulan secara tertib.  
3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang 
melalui laporan pertanggungjawaban. 
4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan 
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.30 
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29 Ibid,h.24 
 
  
 
d. Pelaporan 
1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan 
APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: a.laporan 
semester pertama; dan b.laporan semester akhir tahun.  
2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa. 
3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat 
pada akhir bulan Juli tahun berjalan. 
4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan 
Januari tahun berikutnya.31 
e. Pertanggungjawaban  
1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota 
setiap akhir tahun anggaran. 
2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan.  
3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 
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4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilampiri:  
a) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 
Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan 
b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 
Desember Tahun Anggaran berkenaan 
c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah yang masuk ke desa. 32 
f. Pembinaan dan pengawasan  
1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi 
pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, 
dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari 
Kabupaten/Kota kepada Desa. 
2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi 
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa33. 
4.  Pengelolaan dalam Konsep Islam 
a.   Pengertian pengelolaan 
Pengelolaan dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik  
kepemimpinan diawal perkembangan Islam. Kristalisasi 
pemikiran pengelolaan dalam Islam muncul setelah Allah 
menurunkan risalah-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi 
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dan Rasul akhir zaman 34 . Pengelolan dana desa terhadap 
kepuasan masyarakat dalam Islam harus berlandaskan pada sifat 
nabi Muhammad SAW35: 
Siddiq yang berarti benar/jujur, hendaknya pengelolaan 
dana desa harus dilakukan dengan benar/jujur. Hal ini 
berimplikasikan pada evektivitas (mencapai tujuan yang tepat, 
benar) dan efisien (melakukan kegiatan dengan benar teknik dan 
metode yang tidak menyebabkan kemubadziran.) 
Amanah dalam arti luas adalah melaksanakan segala 
kewajiban sesuai dengan ketentuan Allah dan takut terhadap 
atasannya, yang berarti dapat dipercaya harus menjadi misi hidup 
seorang muslim: bertanggung jawab; dapat dipercaya. 
Fathonah berarti cerdas dimana seorang pemimpin atau 
pengelola harus cerdas, cerdik; bijaksana hendaknya menjadi 
strategi hidup seorang muslim. 
Tabliq, berarti menyampaikan. Sifat ini harus menjadi 
taktik hidup seorang muslim (seorang muslim harus 
komunikatif; terbuka). Sitat-sifat Nabi SAW ini hendaknya 
dijadikan preposisi, bahwa: “Segala sesuatu yang datang dari 
Allah dan Rasul Nya pasti benar”. Pengelolaan dalam Islam  
dijelaskan dalam al-Qur’an surat An-nisa ayat 58:36 
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36Departemen agama,Op.cit,h.113 
  
 
  ِنإ۞ٱ َ     ْ او  د َُ  َنأ  ۡ ُُ  ُۡ َ ٱ ِ ٰ َٰ ََ ۡ  َ ۡ َ   ُ ۡ َ َ اَذ    َِ  َۡأ   َ ِ إ
ٱ ِس     ِ   ْ ا  ُ ُۡ َ َنأ   ِل ۡ َۡ    ِنإٱ َ     ِ ِ    ُ ُ َِ      ِ ِ  ۗٓۦ   ِنإٱ َ     َن َ
   ٗ َِ   ۢ َ  ِ َ    
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 
apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu 
menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
Maha mendengar lagi Maha melihat”37 
Berdasarkan kandungan ayat tersebut menyampaikan amanat 
haruslah pada yang berhak menerimanya, yaitu orang yang benar-
benar mempunyai keahlian dibidang tersebut dan harus bersikap adil 
terhadap sesama manusia.  
b. Fungsi Pengelolaan Menurut Perspektif Islam 
Menurut Ahmad Ibrahim Abu Siin dalam bukunya 
Manajemen Syariah adanya kesamaan dalam fungsi pengelolaan 
yaitu: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 
pengawasan.  Namun menurut Didin Hafidhudin dalam buku 
manajemen syariah dalam praktek terdapat perbedaan dari empat 
fungsi manajemenIslam yaitu : perencanaan, pengorganisasian, 
penggerak, dan pengawasan.38  
 
                                                             
37 Al-qur’an terjemah 
38Ahmad Ibrahim Abu siin,Op.Cit,h.175 
  
 
1. Perencanaan  
Konsepsi perencanaan dalam Islam dengan berbagai 
variasinya dicanangkan berdasarkan konsep pembelajaran 
dan hasil musyawarah dengan orang-orang yang 
berkompeten, orang yang cermat dan luas pandangannya 
dalam menyelesaikan persoalan. Ketentuan ini berdasarkan 
pada petunjuk Allah S.W.T. seperti dalam firman-Nya dalam 
Q.S. Al-Hasyr ayat 18 : 39 
  َ    َ   َ  َ  ِ   ٱ  ْ ا  ُ َاَء ْ ا  ُ  ٱ  َ   ٱ   ۡ َ   َ        ٞ ۡ َ  ۡ ُ َ َۡو
 َو  ٖ  َِ  ْ ا  ُ  ٱ  ۚ َ   ٱ   ِنإ َ   ٱ  َن ُ  َ ۡ َ   َِ  ۢ ُِ  َ    
    
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 
kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa 
yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan 
bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
 
Perencanaan yang baik mendukung tiga hal mendasar 
yaitu : tujuan dirumuskan dengan jelas, perhitungan dan 
pertimbangan kebijakan, realistis (perencanaan dapat 
dilaksanakan).40 
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2. Pengorganisasian 
Prinsip-prinsip pengorganisasian dalam Islam yaitu: 41 
a. Struktur kepemimpinan 
b. Wewenang dan tanggung jawab 
c. Konsepsi syura (musyawarah) 
d. Pendelegasian. 
Berdasarkan penjelasan teori diatas Allah S.W.T. berfirman 
dalam Q.S Ash-Shaff ayat 4 sebagai berikut : 
 َ ٰ َ ۡ َُ  ٱيِ     ِ ه ِ َِ ۦ  َن  ُ َۡ ُ  ِ ۡ َ  ٖء ۡ َ ِ ّ ُ ُت  َُ  َ    
 
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang 
berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-
akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”. 
 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia yang hidup saling 
bekerja sama dan berorganisasi dengan baik seperti suatu 
bangunan yang tersusun kokoh dan tidak mudah untuk 
dihancurkan. 
3. Kepemimpinan 
Islam mendorong umatnya untuk mengatur kehidupan 
bersama dalam masyarakat, memotifasi munculnya 
kepemimpinan berdasarkan kesepakatan masyarakat,yakni 
dengan menunjukan seseorang yang dipercaya mampu 
memimpim dan memberikan petunjuk atas segala persoalan 
kehidupan. Allah S.W.T. berfirman dalam Q.S Al-Kahfi ayat  
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  ِٗ ّ َ  َ ِ َّ  َُو  ُۡ  ُ     ِ ّ ا ٗ  ِ َ   ۡٗ َ  َر ِ ُ ِ ّٱ َ ِ  ِ ۡ ُۡ  ٱ َ  ِ    
 َن ُ  َ ۡ َٱ ِ ٰ َِ ٰ        ٗ َ َ ا ً َۡأ  ۡ َُ   َنأ    
Artinya: “Sebagai bimbingan yang lurus, untuk 
memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah 
dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang 
beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan 
mendapat pembalasan yang baik”. 
 
Islam mengenalkan konsep pengorganisasian dan 
pentingnya seorang pemimpin dalam masyarakat. 
Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah S.A.W. dalam 
sabdanya: tidak dihalalkan bagi 3 orang yang berada di atas 
tanah dimuka bumi ini,kecuali salah seorang mereka menjadi 
pemimipin”. Dalam hadis diriwayatkan: ketika 3 orang 
keluar melakukan perjalanan, maka perintahkan salah 
seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin42 
4. Pengawasan  
Islam memerintahkan setiap individu menyampaikan 
amanah yang diembannya,berupa jabatan (pekerjaan) 
merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan. Allah 
S.W.T. Berfirman dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 58: 
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   ِنإ۞ٱ َ     ْ او  د َُ  َنأ  ۡ ُُ  ُۡ َ ٱ ِ ٰ َٰ ََ ۡ  اَذ    َِ  َۡأ   َ ِ إ
 َ ۡ َ   ُ ۡ َ َٱ ِس     ِ   ْ ا  ُ ُۡ َ َنأ   ِل ۡ َۡ    ِنإٱ َ         ِ ِ 
 ِ ِ    ُ ُِ َ  ۗٓۦ   ِنإٱ َ       ٗ َِ   ۢ َ  ِ َ َن َ    
 
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, 
dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha melihat”. 
 
 Fungsi pengawasan dapat didefinisikan sebagai 
proses pengamatan dari kegiatan organsasi guna lebih 
menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan 
sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.  
 
B.  Dana Desa 
1.  Pengertian Dana Desa 
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang 
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, 
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 43  Undang-undang 
Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan 
                                                             
43A saibani. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta, 
Media Pustaka.2014), h. 4 
  
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan 
kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola 
potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan 
kesejahtaraan masyarakat. 44  Setiap tahun pemerintah pusat telah 
menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada 
Desa.  
Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan 
dana desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya 
melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga 
kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di 
desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan 
pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, 
sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak 
akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja 
setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap 
tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. 
Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan 
memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan 
baku tersebut.  
Agar berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang desa 
tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu 
dilakukan penyelarasan dalam penyusunan kebijakan di masing-
masing kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, 
                                                             
44Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
  
efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa. 
untuk itu, Pemerintah merancang Keputusan Bersama (SKB) 4 
Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 
Rancangan SKB 4 Menteri tersebut antara lain memuat penguatan 
peran dan sinergi antar kementerian dalam perencanaan, 
penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan 
evaluasi, penguatan supervisi kepada pemda kabupaten/kota, dan 
desa. 
 Dana desa dalam APBN ditentukan 10% dan di luar dana di 
transfer secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah 
Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, 
angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan. Selanjurnya 
adalah evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap 
tahapan pengelolaan dana desa tidak terjadi penyimpangan. 
Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat 
hingga daerah.  
 
2.  Sumber dana desa 
 Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan 
mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana 
desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang 
diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan 
  
desa. Adapun sumber pendapatan dana desa adalah sebagai 
berikut: 
Pendapatan asli daerah 
a. Dana yang bersumber dari APBN 
b. Bagian dari hasil PDRD Kabupaten/Kota 
c. Alokasi dana desa dari kabupaten/kota 
d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD 
Kabupaten/Kota 
e. Hibah dan sumbangan pihak ketiga, serta 
f. Lain-lain pendapatan desa yang sah. 
3. Arah kebijakan dana desa 
  Adalah menyempurnakan formula pengalokasian dana desa 
fokus pada: 
a. pengentasan kemiskinan dan ketimpangan 
b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa 
c.  Mempertajam prioritas penggunaan dana desa untuk 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
  Kebijakan untuk peningkatan kualitas pengelolaan dana desa 
dilakukan dengan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk 
miskin dan luas wilayah. Kebijakan untuk pengentasan 
kemiskinan dan ketimpangan dilakukan dengan penyaluran secara 
bertahap berdasarkan pada kinerja pelaksanaan. 
 
 
  
4. Penyaluran dana desa 
Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa 
adalah penyaluran dana desa dari APBN ke pemerintah desa. 
Walaupun dana desa merupakan hak pemerintah desa, namun 
dalam pelaksanaannya penyaluran dana desa tetap melibatkan 
peran dan fungsi Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan 
kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan 
akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, 
proses penyaluran dana desa mempersyaratkan beberapa kriteria 
yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa 
sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Dana 
desa dari APBN disalurkan dari RKUN ke RKUD oleh menteri 
keuangan selaku bendahara umum negara (BUN) melalui KPPN, 
sedangkan penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan 
oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan ke 
APBD.  
 5.  Penggunaan dana desa 
 Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu 
diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi 
terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada 
dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan 
kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat 
  
dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun 
demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian 
sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas 
penggunaan dana desa setiap tahun. Prnsip-prinsip penggunaan 
dana desa yaitu: 
a. Keadilan 
Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa 
tanpa membeda bedakan 
b. Kebutuhan Prioritas 
Mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, 
lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan 
kepentingan sebagian besar masyarakat Desa 
c. Kewenangan Desa 
Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan 
lokal berskala Desa 
d.  Partisipatif 
Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat 
e. Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Desa 
Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan 
pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan 
tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan 
lokal 
 
 
  
f.    Tipologi Desa 
Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik 
geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi 
Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan 
kemajuan Desa. 
 Sesuai dengan permandes Nomor 19 Tahun 2017, 
perioritasnya untuk45 
1) Pembangunan desa 
    Diarahkan untuk pengadaan pembangunan, 
pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sperti: 
a) Desa 
b) Sosial pelayanan dasar 
c) Usaha ekonomi desa 
d) Lingkungan hidup dan lainnya. 
2) Pemberdayaan masyarakat desa 
Diarahkan untuk : 
a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan    pengawasan desa 
b) Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat 
desa 
c) Pengembangan sistem informasi desa 
Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasa 
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d) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha 
ekonomi produktif 
e)  Dukungan pengelolaan usaha ekonomi 
f) Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup  
g) Pengembangan menghadapi dan mengenai bencana 
alam dan KLB lainnya 
h) Bidang kegiatan lainnya. 
Kendala dalam penggunaan 
1) Penggunaan diluar bidang prioritas 
2) Pengeluaran tidak didukung bukti 
3) Pekerjaan oleh pihak ketiga 
4) Pajak tidak sesuai ketentuan 
5) Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan 
6) Belanja diluar anggaran. 
 6. Pelaksanaan Dana Desa 
Pelaksanaan Penatausahaan Menurut Permendagri No 
113 Tahun 2014 Kepala desa dalam melaksanakan 
penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara 
desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum 
dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan 
keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa 
yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, 
menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan 
mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka 
  
pelaksanaan APBDes. Menurut Permendagri No 113 Tahun 
2014 Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan 
melakukan setiap penerimaan dan pengeluaran serta 
melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 
Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang 
melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan 
pertanggungjawaban bendahara disampaikan setiap bulan 
kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan 
berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran 
menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Harian 
Pembantu, Buku Kas Pajak Pembantu, dan Buku Bank Desa. 
Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 penatausahaan 
hanya terdiri dari buku-buku diatas dengan dilengkapi bukti-
bukti transaksi. Selain itu bendahara dapat membuat laporan 
keuangan berupa neraca. Neraca menggambarkan posisi 
keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana 
pada satu periode. Pos-pos dalam neraca terbentuk dari 
transaksi-transaksi yang terjadi di desa. Pelaksanaan 
Penatausahaan. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan 
melakukan setiap pendapatan dan belanja serta melakukan 
tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa 
wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 
pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada 
Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan 
  
berikutnya. Penatausahaan pendapatan dan belanja desa 
menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, 
dan Buku Bank Desa. Pencairan dana dalam rekening kas 
Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. 
Setiap belanja desa dan pengeluaran pembiayaan dikeluarkan 
setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan 
dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
7. Prnsip-prinsip penggunaan dana desa  
g. Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga 
desa tanpa membeda bedakan 
h. Kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan desa yang 
lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung 
dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa 
i. Kewenangan desa, engutamakan kewenangan hak asal usul 
dan kewenangan lokal berskala desa 
j.  Partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreatifitas 
Masyarakat 
k. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, mengutamakan 
pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan 
sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan 
keterampilan warga Desa dan kearifan lokal 
l. Tipologi  desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan 
karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, 
  
dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau 
perkembangan dan kemajuan desa. Sesuai dengan permandes 
Nomor 19 Tahun 2017, perioritasnya untuk46 
3) Pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan 
pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana sperti: 
e) Desa 
f) Sosial pelayanan dasar 
g) Usaha ekonomi desa 
h) Lingkungan hidup dan lainnya. 
4) Pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk : 
i) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan    pengawasan desa 
j) Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa 
k) Pengembangan sistem informasi desa  
l) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasa 
m) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi 
produktif 
n)  Dukungan pengelolaan usaha ekonomi 
o) Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup  
p) Pengembangan menghadapi dan mengenai bencana alam 
dan KLB lainnya 
q) Bidang kegiatan lainnya. 
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Kendala dalam penggunaan dana desa 
(1) Penggunaan diluar bidang prioritas 
(2) Pengeluaran tidak didukung bukti 
(3) Pekerjaan oleh pihak ketiga 
(4) Pajak tidak sesuai ketentuan 
(5) Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan 
8. Tujuan Dana Desa 
Undang-undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
tujuan dana desa adalah:47 
a. Meningkatkan pelayanan publik di desa 
b. Mengentaskan kemiskinan 
c. Memajukan perekonomian desa 
d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta 
e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dri 
pembangunan 
Adanya komitmen negara dalam melindungi dan 
memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan 
demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat 
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan 
menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. 
Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang 
mandiri dimana : 
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a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima 
manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi 
warga masyarakat setempat; 
b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan 
dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai 
sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga 
masyarakat. 
c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan 
mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat 
setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar. 
d. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu 
menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-
sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan 
pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.48 
 Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan 
masyarakat, dan pembangunan pemerintahan pada hakikatnya 
belanja negara memiliki tiga fungsi, fungsi utama yakni: 
a. Fungsi alokasi yang meliputi, sumber-sumber ekonomi 
dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat. 
b. Fungsi distribusi yang meliputi, pendapatan dan kekayaan 
masyarakat, pemerataan pembangunan. 
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c.  Fungsi stabilisasi yang meliputi, pertahanan keamanan, 
ekonomi, dan moneter.49  
Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program 
pemerinah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan 
Alokasi Dana Desa adalah: 
a.  Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjagan. 
b. Meningkatkan perencanaa dan penganggaran pembangunan 
ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. 
c.  Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan. 
d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, 
budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan 
kesejahteraan sosial. 
e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa 
f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong 
masyarakat. 
g. Meningkatakan pedapatan desa dan masyarakat desa 
melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).50 
Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa bagian yang tak 
terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh 
kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa direncanakan, 
dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan 
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seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus di 
pertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara 
hukum. Alokasi Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, 
efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali. Jenis kegiatan yang akan 
dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan 
sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan  
dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainya yang 
dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah 
desa.51  
C. Kepuasan 
1. Pengertian Kepuasan 
Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller yang dikutip 
dari buku Manajemen Pemasaran mengatakan bahwa kepuasan 
konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 
muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang 
dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. 
Kepuasan merupakan tingkat perasaan konsumen yang 
diperoleh setelah konsumen melakukan/menikmati sesuatu. Dengan 
demikian dapat diartikan bahwa kepuasan konsumen merupakan 
perbedaan antara yang diharapkan konsumen (nilai harapan) dengan 
situasi yang diberikan perusahaan (kinerja pengalaman konsumsi 
suatu produk atau jasa perusahaan) di dalam usaha memenuhi 
harapan konsumen. Dalam rangka menciptakan kepuasan pelanggan, 
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produk yang ditawarkan organisasi/perusahaan harus berkualitas. 
Kualitas mencerminkan semua dimensi penawaran produk yang 
menghasilkan manfaat (benefits) bagi pelanggan. Kepuasan 
konsumen terbagi menjadi 2 : 
a. Kepuasan Fungsional, merupakan kepuasan yang diperoleh 
dari fungsi atau pemakaian  suatu produk. 
b. Kepuasan Psikologikal, merupakan kepuasan yang diperoleh 
dari atribut yang bersifat tidak berwujud. Kebutuhan manusia 
sangatlah beragam, namun beragamnya kebutuhan manusia 
tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai 
berikut. dilihat dari tingkat intensitasnya atau tingkat 
kepentingannya, kebutuhan manusia dapat dibedakan sebagai 
berikut : 
1. Kebutuhan primer, artinya kebutuhan manusia yang 
mutlak harus dipenuhi terlebih dahulu, misalnya 
makanan, pakaian, dan perumahan. 
2. Kebutuhan sekunder, artinya kebutuhan yang sifatnya 
sebagai pelengkap setelah kebutuhan primer terpenuhi. 
Misalnya meja, kursi, lemari, peralatan atau 
perlengkapan rumah tangga. 
3. Kebutuhan tersier, artinya kebutuhan terhadap barang-
barang mewah. Kebutuhan tersier dipenuhi setelah 
terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder. Misalnya 
  
rumah mewah dan pakaian hasil karya perancang luar 
negeri. 
Menurut sifatnya, kebutuhan manusia 
dibedakan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut: 
1. Kebutuhan jasmani, artinya kebutuhan yang berupa 
barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan jasmani 
atau fisik manusia. Misalnya makan, pakaian, dan 
olahraga. 
2. Kebutuhan rohani, artinya kebutuhan manusia yang 
bersifat kejiwaan atau rohani. Misalnya hiburan, 
agama, pendidikan, rekreasi, keindahan, kenyamanan, 
dan keamanan.  
Berdasarkan waktu pemenuhannya, kebetuhan 
dibedakan menjadi: 
1. Kebutuhan sekarang, artinya kebutuhan yang harus 
dipenuhi pada saat dibutuhkan. Misalnya buku dan alat 
tulis bagi siswa, obat bagi orang sakit, makan, minum, 
berpakaian, dan sebagainya. 
2. Kebutuhan mendatang, artinya kebutuhan yang 
pemenuhannya dapat ditangguhkan tetapi sekalipun 
demikian perlu dipersiapkan dari sekarang misalnya 
tabungan dan payung sebelum musim penghujan. 
 
 
  
2. Indikator Kepuasan 
  Adapun indikator kepuasan menurut philip kotler yang 
digunakan dalam   menilai kepuasan konsumen adalah :52 
a. Kualitas yang diberikan sesuai dengan yang dijanjikan. 
b. Pelayanan yang baik memberikan kepuasan 
 
3.  Kepuasan dalam perspektif Islam 
Kepuasan dalam Islam menurut Porter, Locke, Adam, 
dan Herzberg yaitu:53 
 a. Kesesuaian Seseorang akan merasakan kepuasan bila apa 
yang didapat seseorang lebih dari apa yang diharapkan. 
 b. Rasa adil kepuasan seseorang didapat bagaimana seseorang 
merasakan adanya suatu keadilan atas situasi tertentu, dan 
dengan cara membandi ngkan dirinya dengan orang lain.  
c. Hilangnya perasaan tidak puas Merupakan faktor-faktor 
yang menjadi penyebab dari ketidakpuasan seseorang. 
Adapun faktor -faktor itu meliputi: gaji, penyelia, teman 
kerja, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, dan keamanan 
kerja.  
 d. Satisfiers Merupakan faktor-faktor yang menjadi sumber dari 
kepuasan seseorang meliputi: pekerjaan itu sendiri, prestasi 
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kerja, kesempatan untuk maju dalam pekerjaan, pengakuan 
terhadap prestasi, dan tanggung jawab. 
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa 
aspek-aspek kepuasan kerja adalah kesesuaian, rasa adil, 
hilangnya perasaan tidak puas dan satisfiers. Kepuasan Kerja 
dalam Pandangan IslamIslam merupakan agama yang 
menjunjung tinggi kerja karena bekerja merupakan salah satu 
bentuk ibadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, Islam 
mewajibkan kepada umatnya untuk berusaha dan bekerja 
keras secara positif (halal, baik, barokah dan tidak berbuat 
curang/dholim) sehingga tercapai kesejahteraan dan 
kemakmuran hidup (kepuasan). Berdasarkan uraian diatas, 
dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek kepuasan kerja adalah 
kesesuaian, rasa adil, hilangnya perasaan tidak puas dan 
satisfiers. Kepuasan Kerja dalam Pandangan IslamIslam 
merupakan agama yang menjunjung tinggi kerja karena 
bekerja merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah 
SWT. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan kepada umatnya 
untuk berusaha dan bekerja keras secara positif (halal, baik, 
barokah dan tidak berbuat curang/dholim) sehingga tercapai 
kesejahteraan dan kemakmuran hidup (kepuasan). Kepuasan 
kerja dalam pandangan Islam telah disinggung dalam ayat-
ayat Al-Qur’an. Seperti dalam surat At- yaitu: 
 
  
Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 
Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu 
itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang 
mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-
Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 54 
Sebagaimana Surat diatas menjelaskan tentang Segala bentuk 
pekerjaan atau perbuatan bagi seorang muslim yang harus dilakukan 
dengan sadar dan dengan tujuan yang jelas yaitu sebagai bentuk 
pengabdian kepada Allah semata-mata, oleh karenanya segala aktifitas 
hidup dan kehidupan merupakan amal yang diperintahkan dalam 
Islam. Terwujudnya kepuasan kerja pada diri karyawan sangat 
berkaitan erat dengan bagaima cara manajer perusahaan 
memperlakukan dengan adil terhadap karyawaannya. 
 
D. Tinjauan Pustaka 
Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi untuk 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Bernadus Seran Kehik dan Medan Yonathan Mael pada tahun 2017 
yang berjudul. ”analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam penigkatan 
perekonomian masyarakat petani di desa usapinonot”. Hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Usapinonot telah 
dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara masyarakat. Untuk 
terjaminnya seluruh rangkaian program kegiatan masyarakat dalam 
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pengolaan ADD maka manajemen pengelolaan keuangan yang baik dan 
tepat sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan 
dengan pertimbangan bahwa dana yang telah disiapkan dalam kaitan nya 
dengan kegiatan yang menjadi urgent dalam kehidupan masyarakat 
dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia dengan 
memeperhitungkan dan memepertimbangkan bahwa kegiatan yang 
dilaksanakan menjamin kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.55 
Penelitian Fitri pada tahun 2015 yang berjudul “kinerja pemerintah 
desa dalam pengelolaan alokasi dana desa pada desa vatunonju kecamatan 
biromaru kabupaten sigi.” yang menyimpulkan bahwa pada indikator 
produktivitas masih banyak program serta pelayanan yang tidak berjalan 
secara efektif dan efisien dalam program pengelolaan alokasi dana desa. 
Indikator kualitas pelayanan masih rendah, hal ini terlihat bnayak usulan 
masyarakat yang tertuang dalam program desa tidak terakomodir dalam 
rencana kegiatan anggaran desa karena pemahaman yang berindikator 
akuntabilitas kurang optimal disebabkan kurang transparannya aparat desa 
dalam pelakanaan program kegiatan alokasi dana desa.56 
Penelitian selanjutnya Yuliana muslin tahun 2017 yang berjudul 
“evaluasi pengelolaan Dana Alokasi Desa ( DAD) dalam percepatan 
pembangunan desa di kabupaten konawe.” menyimpulkan bahwa penelitian 
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ini memfokuskan pada evaluasi dampak (pembangunan desa). Hasil 
menunjukkan bahwa DAD sangatlah berperan bagi pembangunan desa 
karena dana tersebut merupakan stimulan bagi desa dalam pembangunan di 
desa.57 
Penelitian Depi rahayu tahun 2017 yang berjudul “strategi 
pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 
kalikayen kabupaten semarang.” menyimpulkan bahwa mekanisme 
pengelolaaan dana desa di desa kalikayen ini sudah sesuai dengan petunjuk 
teknis pengelolaan dana desa, namun hasil dari pengelolaan dana desa 
tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 
maksimal dikarenakan pengalokasian dana hanya ditunjukan untuk 
pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik saja. Perkembangan  
infratruktur desa setelah adanya dana desa saat ini jauh lebih baik 
dibandingkan dari kondisi sebelumnya. Strategi yang dilakukan dalam 
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan dana 
desa antara lain adalah sebagai berikut: mengefektifkan dana-dana bantuan 
guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup 
potensial, meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah pusat 
dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu kebijakan 
pembngunan.58 
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AB III 
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 
A. Gambaran Umum objek Penelitian 
1. Sejarah 
Pada awalnya Desa Natar adalah merupakan hutan belantara 
yang dibuka pada tahun 1803, dipimpin oleh dua orang bersaudara 
yaitu : Tuan Raja Lama  dan  Tuan Dulu Kuning, keduanya termasuk  
salah satu keturunan Ratu Balau.  
Pada masa Ratu Balau sedang jaya, wilayahnya berada di 
Bukit Singgalang yaitu suatu Bukit dekat Way Lunik antara Teluk 
Betung – Panjang. 
Pada mulanya kurang lebih tahun 1801 masuklah Pemerintah 
Penjajah Belanda ke daerah Lampung. Tujuan Belanda antara lain 
ingin menguasai Keratuan Balau. Tetapi semua keturunan dan ahli 
waris Ratu Balau tidak mau dijajah oleh Belanda pada masa itu, 
namun karena merasa tidak mungkin untuk melawan Penjajah 
Belanda dengan kekuatan pada saat itu, maka keturunan dan ahli 
waris Keratuan Balau terpaksa mengungsi ketempat lain, sebagian 
pindah dan menetap di Desa Kedamaian Bandar Lampung, dan yang 
sebagian lagi pindah dan menetap di Desa Natar sekarang. 
Adapun nama “Natar”diberi atas kesepakatan dan 
persetujuan dari dua orang bersaudara tersebut diatas, yaitu Tuan 
Raja Lama dan Tuan Dulu Kuning, karena pada waktu itu setelah 
dicari kesana – kesini lokasi yang tepat dan cocok untuk tempat 
  
tinggal, akhirnya ditemukan Daerah yang Rata yaitu Stasiun PJKA 
Pasar Lama sampai Sungai Way Rumbay sekarang. Maka dalam 
bahasa daerah lampung rata sama dengan datar atau Natar. 
Setelah hutan belantara di buka oleh para keturunan Keratuan 
Balau, semakin lama penduduk semakin bertambah, maka 
diundanglah para Penyimbang-penyimbang Adat Pepadun, yaitu  
Pubian Telu Suku guna menghadiri Peresmian Kampung Natar pada 
tahun 1811. 
Sebagai tanda Peresmian dan sekaligus Penghormatan 
kepada Penyimbang-penyimbang Adat Pubian Telu Suku, maka 
Tuan Raja Lama dan Tuan Dulu Kuning beserta semua ahli warisnya 
memotong Kerbau sebanyak 41 (empat puluh satu) ekor. 
Selain itu lebih jelas diketahui bahwa yang turut serta 
meresmikan Desa Natar atau Tiyuh Natar itu adalah terdiri dari  
Suku – suku sebagai berikut: 
a. Buay Kuning Balau 
b. Buay Kuning Gedung 
c. Rulung Tanoh Bih 
d. Rulung Bujung 
e. Buay Pemuka Pati 
Kelimanya membuat suatu kesepakatan dan sekaligus 
menyimpulkan Pantun Tiyuh Adat yaitu : “Delom  Bangsa  Kumala,  
Lain  Sai  Tali  Nanggai, Jemaja  Bintang  Lima  Sepakai  Di Jakni  
Pesai.” 
Pada Tahun 1917 Pemerintah Belanda membuat jalan Kereta Api  
dan jalur wilayahnya membelah Desa Natar (waktu itu masih 
  
memakai nama Kampung Natar) maka pada tahun itu pula 
bergeserlah ketempat Desa Natar sekarang ini. Dalam ketentuan 
Administratif Pemerintahan waktu itu Desa Natar adalah sebagai 
Bandar Natar. 
Pada Tahun 1925 berubah menjadi Distrik IV Natar, 1945 
berubah lagi menjadi Asisten Wedana Natar, kemudian 1960 
berubah menjadi Kecamatan Natar. 
Namun untuk lokasi membangun Kantor Camat yaitu di 
Merak Batin karena di tempat itu ada tanah bekas asing yaitu Cina. 
Berdasarkan data-data di atas maka dapat diketahui  bahwa Desa 
Natar adalah desa tertua diantara Desa-desa lainnya yang berada 
dalam wilayah Kecamatan Natar. 
Dalam sejarah Kepemimpinan / Pamong di  Desa Natar, 
sudah beberapa kali terjadi pergantian Kepala Desa, yaitu : 
a. Tahun 1901 – 1903 dijabat oleh Pangeran Dulu Kuning 
b. Tahun 1903 – 1905 dijabat oleh Dalom Mak Isah 
c. Tahun 1905 – 1910 dijabat oleh Kepala Hukum 
d. Tahun 1910 – 1915 dijabat oleh Tuan Raja 
e. Tahun 1915 -  1917 dijabat oleh Sutan Lanang 
f. Tahun 1917 -  1916 dijabat oleh Kepala Sangun Ratu 
g. Tahun 1926 -  1928 dijabat oleh Tuan Raja (untuk kedua kali) 
h. Tahun 1928 -  1935 dijabat oleh Kepala Sangun Ratu (untuk 
kedua kali) 
i. Tahun 1935 -  1944 dijabat oleh Pangeran Bandar 
j. Tahun 1944 -  1948 dijabat oleh Sutan Ratu Sebujung 
k. Tahun 1948 -  1961 dijabat oleh Ilyas Sutan Ratu Hukum 
l. Tahun 1961 -  1964 dijabat oleh Wagimun 
  
m. Tahun 1964 -  1977 dijabat oleh Syukur Sutan Ngemum 
n. Tahun 1977 -  1979 dijabat oleh A. Razak  Sutan Niti Hukum 
o. Tahun 1979 -  1984 dijabat oleh Radiman 
p. Tahun 1984 - Maret 1992 dijabat oleh Hi.Yakub AD  Pangeran 
Adik Sutan 
q. Maret – November 1992 dijabat oleh Pjs. Kepala Desa.  Nasir 
Hasanuddin Ratu Juragan 
r. Tahun 1992 -  2002 diJabat oleh Hi. Yakub AD Pangeran Adik 
Sutan (untuk kedua kali) 
s. Tahun 2002 – 17 Juni 2007 dijabat oleh Suparyono. A. 
t. Tgl. 18 Juni 2007 – 14 Mei 2013 dijabat oleh M. Arif, S.Pd.I. 
Sutan Perwira 
u. Tgl. 15 Mei – 23 Desember 2013 dijabat oleh Pjs. Nasir 
Hasanuddin Ratu Juragan 
v. Tgl. 24 Desember 2013  Pelantikan Kepala Desa Terpilih Edy 
Suwaspodo Sutan Pilihan. 
 
1. Luas Wilayah dan Topografi 
Luas Desa Natar  adalah 1.615 Hektare, dengan keadaan 
daratan yang bertopografi datar. 
a. Pemukiman     :  24,630  Ha 
b. Pertanian sawah tadah hujan    :  22,000  Ha 
c. Ladang/ Tegalan     :  249,000 Ha 
d. Sekolah       :  3,215  Ha 
e. Jalan       :  16,950  Ha 
f. Lapangan sepakbola     :   0,700  Ha 
 
 
 
 
 
  
2. Demografi 
a. Jumlah Penduduk  
Pada awal Tahun 2017 Desa Natar mempunyai jumlah 
penduduk sebanyak 15.384 jiwa, yang terdiri dari : 
Laki-laki   :  7.866 jiwa 
Perempuan  :  7.518 jiwa 
Kepala Keluarga :  3.820 KK 
yang terbagi dalam 11 ( Sebelas ) wilayah dusun, dengan rincian 
sebagai berikut : 
Tabel 1 
Jumlah penduduk Desa Natar 
No. Nama Dusun Lk Pr Σ Jiwa Σ  KK 
1 Dsn.I Natar.II 832 845 1677 346 
2 Dsn.II Sindang Sari 724 703 1426 294 
3 Dsn.III Taqwa Sari 541 515 1056 235 
4 Dsn.IV Sarirejo 913 845 1758 511 
5 Dsn.V Marga Taqwa 441 416 857 163 
6 Dsn.VI Sukarame 553 476 1029 257 
7 Dsn.VII Sukamaju 795 734 1529 446 
8 Dsn.VIII Tanjung Rejo I 828 799 1627 466 
9 Dsn.IX Tanjung Rejo II 740 671 1411 293 
  
10 Dsn.X Natar I 999 1040 2040 545 
11 Dsn.XI Sukarame Pasar 501 474 976 264 
JUMLAH 7866 7518 15384 3820 
 
3. Visi dan Misi Desa Natar 
a. Visi 
 Desa Natar yang religius Isami, sebagai desa yang 
maju, sejahtera, dan dinamis, melalui peningkatan taraf 
ekonomi rakyat, kualitas sumber daya manusia dan 
kesejahteraan masyarakat. 
b. Misi 
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 
beriman,    bertaqwa, berahlakul karimah. 
2. berkualitas dan mandiri melalui peningkatan kualitas 
pendidikn dan kesehatan 
3.  meningkatkan pembangunan di sektor sarana 
transportasi 
4. meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat 
melalui pemberdayaan dan pengembangan  usaha 
ekonomi produktif di bidang perdagangan dan 
industri, serta membuka peluang investasi59 
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4. Masyarakat Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten 
Lampung Selatan yang dijadikan Sampel 
Tabel 2 
Data Masyarakat Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 
Selatan yang dijadikan Sampel dalam penelitian 
No Nama Responden Study 
Terakhir 
Pekerjaan Alamat Usia 
1 Edy suwaspodo SI Kepala Desa Dsn I (Natar II) 46-55 
2 M. sulaiman rosyid SI Sekretaris 
Desa 
Dsn IV (Sari 
Rejo) 
36-45 
3 Badrilah D3 BPD Dsn XI 
(Sukarame 
Pasar) 
>55 
4 Suharyati SI KA. Urusan 
Keuangan 
Dsn VII 
(Sukamaju) 
36-45 
5 Ratih Eka SMA Ketua PKK   
( Ibu Rumah 
Tangga) 
Dsn VII 
(Sukamaju) 
36-45 
6 Teguh sunaryo SI PNS Dsn I (Natar II) 36-45 
7 Rosmidar SMA Ibu Rumah 
Tangga 
Dsn I (Natar II) >55 
8 Agung budi setyo SMA Tani Dsn I (Natar II) 36-45 
9 Awari darwin SMP Pedagang Dsn I (Natar II) >55 
10 Suhartinah SD Ibu Rumah 
Tangga 
Dsn I (Natar II) 36-45 
11 Suherman SMP Pedagang Dsn II (Sindang 
Sari) 
>55 
12 Agus haryadi SMA Karyawa 
Swasta 
Dsn II (Sindang 
Sari) 
36-45 
13 Erna wati SD Guru Dsn II (Sindang 36-46 
  
Sari) 
14 Kuryati SMP Buruh Dsn II (Sindang 
Sari) 
>55 
15 Tumirah SMA Ibu Rumah 
Tangga 
Dsn II (Sindang 
Sari) 
36-45 
16 Johan efendi SMP Buruh Dsn III (Taqwa 
Sari) 
36-45 
17 Jiman SMP Tani Dsn III (Taqwa 
Sari) 
>55 
18 Suroto SMA Tani Dsn III (Taqwa 
Sari) 
>55 
19 Nining SMP Ibu Rumah 
Tangga 
Dsn III (Taqwa 
Sari) 
36-45 
20 Indah lestari SD Ibu Rumah 
Tangga 
Dsn III (Sindang 
Sari) 
25-35 
21 Wahyudi SI PNS Dsn IV (Sari 
Rejo) 
46-55 
22 Narti SMA Karyawan 
Swasta 
Dsn IV (Sari 
Rejo) 
36-45 
23 Juliani SMP Pedagang Dsn IV (Sari 
Rejo) 
36-45 
24 Aprida SMP Pedagang Dsn IV (Sari 
Rejo) 
36-45 
25 Tubagus purnomo SI Guru Dsn IV (Sari 
Rejo) 
>55 
26 Daryono SMA Tani Dsn V ( Marga 
Taqwa 
>55 
27 Wagirin SMP Tani Dsn V ( Marga 
Taqwa 
36-45 
28 Parno SMA Buruh Dsn V ( Marga 
Taqwa 
46-55 
29 Yuni febriani SMP Ibu Rumah Dsn V ( Marga <25 
  
Tangga Taqwa 
30 Tari safitri SMA Ibu Rumah 
Tangga 
Dsn V ( Marga 
Taqwa 
25-35 
31 Toni wahyudi SMA Tani Dsn VI 
(Sukarame) 
36-45 
32 Maryana SMP Pedagang Dsn VI 
(Sukarame) 
36-45 
33 Ima susanti SMP Pedagang Dsn VI 
(Sukarame) 
25-35 
34 Dewi sri yani SMP Ibu Rumah 
Tangga 
Dsn VI 
(Sukarame) 
<25 
35 Ali sodiqin SMA Buruh Dsn VI 
(Sukarame) 
>55 
36 Maryono SMA Pedagang Dsn VII 
(Sukamaju) 
46-55 
37 Sarbini SMA Pedagang Dsn VII 
(Sukamaju) 
>55 
38 Siti munjaimah SMA Ibu Rumah 
Tangga 
Dsn VII 
(Sukamaju) 
46-55 
39 Dardiri SMP Buruh Dsn VII 
(Sukamaju) 
.55 
40 Al barori SMP Tani Dsn VII 
(Sukamaju) 
46-55 
41 Wagino SD Tani Dsn VIII 
(Tanjung Rejo I) 
>55 
42 Ambar wati SMA Karyawamn 
Swasta 
Dsn VIII 
(Tanjung Rejo I) 
25-35 
43 Parto SMP Buruh Dsn VIII 
(Tanjung Rejo I) 
36-45 
44 Suwarti SI PNS Dsn VIII 
(Tanjung Rejo I) 
>55 
45 Tasripah SMA Ibu Rumah Dsn IX 46-55 
  
Tangga (Tanjung Rejo 
II) 
46 Sri hartati SMA Pedagang Dsn IX 
(Tanjung Rejo 
II) 
36-45 
47 Asih SMP Pedagang Dsn IX 
(Tanjung Rejo 
II) 
<25 
48 A. alghovicky SMA Karyawan 
Swasta 
Dsn IX 
(Tanjung Rejo 
II) 
25-35 
49 Irfan lesmana SMA Buruh Dsn IX 
(Tanjung Rejo 
II) 
46-55 
50 Maryana SMP Ibu Rumah 
Tangga 
Dsn X (Natar I) 25-35 
51 Tugimin SMA Pedagang Dsn X (Natar I) >55 
52 Febriyani SMA Ibu Rumah 
Tangga 
Dsn X (Natar I) <25 
53 Ari pangestu SMP Tani Dsn X (Natar I) <25 
54 Hartono SMP Buruh Dsn X (Natar I) 46-55 
55 Rohana SMA Ibu Rumah 
Tangga 
Dsn X (Natar I) 36-45 
56 Suherman SMA Pedagang Dsn XI 
(Sukarame 
Pasar) 
46-55 
57 Tina ratnasari SMA Ibu Rumah 
Tangga 
Dsn XI 
(Sukarame 
Pasar) 
25-35 
58 Warsono SMP Pedagang Dsn XI 
(Sukarame 
Pasar) 
>55 
  
59 Sukrisno SMA Pedagang Dsn XI 
(Sukarame 
Pasar) 
>55 
60 Hera wati SMP Ibu Rumah 
Tangga 
Dsn XI 
(Sukarame 
Pasar) 
25-35 
Sumber: Hasil survey observasi dan wawancara kepada aparatur Desa 
Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 
26 Maret 2019 di Desa Natar 
 
B. Pengelolaan Dana Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten 
Lampung Selatan tahun 2015-2018 
1.  Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa  di Desa Natar, 
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan 
Tahap perencanaan Pengelolaan APBDes di Desa Natar 
Kecamatan Natar, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan 
proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam 
kegiatan musrembang. Tim pelaksana APBDes yang dimaksud 
dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku 
Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa 
selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa 
selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh 
lembaga kemasyarakatan di desa. Perencanaan model partisipatif 
dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh 
elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh 
  
masyarakat dan masyarakat desa. Musrembang desa tersebut 
bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta 
berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan 
pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang 
dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan 
adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat 
setempat.  
2. Tahapan Pelaksanaan dan Realisasi Pengelolaan Dana Desa 
Natar Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan 
 
Tabel 3 
Data Dana Desa di Desa Natar Tahun 2015-2018 
Sumber: Kantor Desa Natar Tahun 2015-2018 
No Tahun Uraian Anggaran Diterima Keluar Sisa/silpa 
1 2015 Dana 
Desa 
315.283.046 315.283.046 315.283.046 - 
2 2016 Dana 
Desa 
722.473.585 722.473.585 720.471.545 2.002.040 
3 2017 Dana 
Desa 
934..684.185 934..684.185 909.684.185 25.000.000 
4 2018 Dana 
Desa 
976.502.736 976.502.736 955.021.950 21.480.786 
  
Penjelasan sumber anggaran dana desa tahun 2015-2018  yang di 
terima adalah sebagai berikut: 
Tahun  2015 
Pemerintah pusat telah  menganggarkan  Dana Desa yang cukup besar 
untuk di berikan kepada desa. Pada tahun 2015 Dana desa yang di 
anggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan 
alokasi sebesar 280.000.000 dan  mendapatkan dana sebesar 17.000.000 
berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan  pendapatan desa yang sah 
lainnya serta mendapat dana sebesar 18.283.046  yang berasal dari  hail 
pajak.  
Jadi dana desa pada tahun 2015 berjumlah 315.283.046 yang berasal 
dari pemerintah pusat, Pendapatan Asli Desa (PAD),  pendapatan desa yang 
sah lainnya dan hasil pajak retribusi desa saja karena belum adanya 
anggaran dari APBN. 
Tahun 2016 
Pemerintah pusat telah menganggarkan  Dana Desa yang cukup besar 
untuk di berikan kepada desa. Pada tahun 2016 Dana desa yang di 
anggarkan sebesar  Rp 46,98 triliun, dengan rata-rata setiap desa 
mendapatkan alokasi sebesar 628.000.000 dan mendapatkan dana sebesar 
berasal 57.478.585  dari pendapatan asli desa (PAD) dan pendapatan desa 
yang sah lainnya serta  mendapatkan dana sebesar  36.995.000 yang berasal 
dari  hail pajak. 
  
Jadi dana desa pada tahun 2016 berjumlah 722.473.585 yang berasal 
dari pemerintah pusat, Pendapatan Asli Desa (PAD),  pendapatan desa yang 
sah lainnya dan hasil pajak retribusi desa saja karena belum adanya 
anggaran dari APBN. 
Tahun 2017 
1. Pendapatan Desa 
a. Dana Desa 70%  sebesar : 934.684.185 
b. Hasil Pajak  sebesar : 13.500.000 
c. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar : 468.822.217 
d. Dana bantuan provinsi sebesar : 6.000.000 
e. Pendapatan lain-lain sebesar :1.318.145 
Jumlah pendapatan desa sebesar : 1.424.324.547 
 Jadi pendapatan desa tahun 2017 tidak hanya bersumber dari dana 
desa saja tetapi bersumber dari anggaran pendapatan lainnya seperti  hasil 
pajak, alokasi dana desa, dana bantuan provinsi dan lainnya. 
Tahun 2018  
1.  Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar : 7.000.000 
b. Lain-lain pendapatan desa  (BUMDES) sebesar: 7.000.000 
2. Pendapatan Transfer : 1.446.130.409 
a. Dana Desa sebesar:  976.502.736 
b. Alokasi Dana Desa sebesar: 463.627.673 
c. Bantuan keuangan provinsi sebesar:  6.000.000 
  
3. Pendapatan lain-lain sebesar: 92.389.000 
a. Bunga bank sebesar:  7.085.000 
b. Pendapatan desa lainya  85.304.000 
Jumlah pendapatan desa sebesar : 1.446.130.4409 
 Jadi pendapatan desa tahun 2018 tidak hanya bersumber dari dana 
desa saja tetapi bersumber dari  Pendpata Aali Daerah (PAD),  BUMDES, 
Pendapatan transfer, anggaran dana desa, alokasi dana desa, dana bantuan 
provinsi dan lainnya.60 
 Keterangan penggunaan dan realisasi dana desa tahun 2015-2018 
Tahun 2015 
  Anggaran Dana desa pada tahun 2015 dikeluarkan oleh pemerintah 
sebesar 315.283.046 dan diterima oleh desa sebesar 315.283.046 kemudian 
digunakan oleh desa sebesar 315.283.046.  
 Program yang direncanakan dan terealisasi yaitu pembangunan 
infrastruktur dan kesehatan masyarakat desa.  Rincian penggunaan Dana 
Desa pada tahun 2015 Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 
Selatan adalah sebagai berikut: 
1. Operasional perkantoran sebesar 10.000.000 
2. Peningkatan jalan sampai Lapen, dusun VIII ( Tanjung Rejo I) 
sebesar 84.669.046 
3. Peningkatan Jalan sampai dengan Lapen, Dusun IX (Tanjung Rejo 
II) sebesar 150.414.000 
4. Pembangunan tugu batas desa sebesar 26.500.000 
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5. Kegiatan penyelenggaraan TPA sebesar 13.200.000 
6. Kegiatan pembinaan dan pengelolaan posyandu sebesar 30.500.000 
 Jadi anggaran dana desa pada tahun 2015 habis digunakan sehingga 
tidak ada sisa/silpa di tahun 2016 
 Tahun 2016 
 Anggaran Dana desa pada tahun 2016 dikeluarkan oleh pemerintah 
sebesar 722.473.585 dan diterima oleh desa sebesar 722.473.585 kemudian 
digunakan oleh desa sebesar 720.471.545. 
 Program yang direncanakan dan terealisasi yaitu untuk melanjutkan 
pembangunan infrastruktur dan kesehatan. Program   pemberdayaan 
masyarakat yaitu dalam peningkatan ekonomi masyarakat, dukungan 
kegiatan BUMDes. Rincian penggunaan Dana Desa pada tahun 2016 Desa 
Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai 
berikut: 
1. Intensif RT sebesar 42.000.000 
2. Tunjangan pengelolaan keuangan desa sebesar 11.000.000 
3. Operasional perkantoran (belanja barang dan jasa) sebesar 4.637.869 
4. Operasional BPD (belanja barang dan jasa) sebesar 1.750.000 
5. Peningkatan jalan dengan kontruksi Hotmix sebesar 409.992.000 
6. Pembangunan atau rehab posyandu sebesar 88.410.000 
7. Kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebesar 
5.000.000 
8. Kegiatan pengajian majlis taqlim sebesar 13.425.000 
9. Kegiatan penyelenggaraan TPA sebesar 2.225.000 
  
10. Kegiatan pendapatan administrasi kependudukan sebesar 5.000.000 
11. Kegiatan pelatihan penyusunan RPJMDes (belanja barang dan jasa) 
sebesar 15.000.000 
12. Kegiatan 10 program PKK sebesar 3.500.000 
13. Kegiatan pelatihan pokja I PKK sebesar 6.500.000 
14. Kegiatan pelatihan pokja II PKK sebesar 5.000.000 
15. Kegiatan pelatihan pokja III PKK sebesar 10.000.000 
16. Kegiatan pelatihan pokja IV PKK sebesar 5.000.000 
17. Kegiatan pelatihan LPM sebesar 1.000.000 
18. Kegiatan pelatihan bendahara desa sebesar 2.000.000 
19. Kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu sebesar 1.500.000 
20. Kegiatan penyusunan profil desa sebesar 6.000.000 
21. Pengeluaran pembiayaan sebesar 81.531.676 
 Jadi anggaran dana desa pada tahun 2016 digunakan sebesar 
720.471.545 sehingga sisa/silpa yang tersisa sebesar 2.002.040 
kemudian sisa/silpa tersebut akan masuk ke anggaran Dana Desa di 
tahun 2017 
Tahun 2017 
 Anggaran Dana desa pada tahun 2017 dikeluarkan oleh pemerintah 
sebesar 934.684.185 dan diterima oleh desa sebesar 934.684.185 kemudian 
digunakan oleh desa sebesar 909.684.185.  
 Program yang direncanakan dan terealisasi yaitu untuk melanjutkan 
pembangunan infrastruktur, pendidikan, sosial dan kebudayaan. Program  
pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi masyarakat, 
  
dukungan kegiatan BUMDes, kesehatan masyarakat dan kegiatan 
pengembangan desa. Rincian penggunaan Dana Desa pada tahun 2017 Desa 
Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai 
berikut: 
1. Peningkatan jalan dengan kontruksi paving block RT.027 Dusun VII 
(Sukamaju) ukuran P=156 M & L=2 M sebesar 58.741.887 
2. Peningkatan jalan dengan kontruksi Hotmix dusun VII (Sukamaju) 
sebesar 635.489.640 
3. Kegiatan peringatan hari-hari besar agama (peingatan tahun baru 
Islam/1439 H) sebesar 10.356.158 
4. Kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebesar 
8.400.000 
5. Kegiatan penyelenggaraan MTQ sebesar 5.000.000 
6. Kegiatan promosi/pamern unggulan khas desa sebesar 10.000.000 
7. Kegiatan penyelenggaraan pekan olahraga desa sebesar 5.000.000 
8. Kegiatan sosialisasi dan pencegahan narkoba/HIV/AIDS sebesar 
15.000.000 
9. Kegiatan pelatihan perangkat desa (bimbingan teknnis SISKEUDES) 
sebesar 8.000.000 
10. Kegiatan 10 program PKK Bina Keluarga Balita (BKB) sebesar 
15.000.000 
11. Kegiatan pembinaan dan pengelolaan posyandu sebesar 33.750.000 
12. Kegiatan lomba desa  sebesar 15.000.000 
  
13. Pembangunan dan pengembangan STBM/Swasembada WC swbwsar 
14.687.500 
14. Pengembangan perpustakaa desa sebesar 21.791.000 
15. Pengeluaran pembiayaan 53.468.000 
  Jadi anggaran dana desa pada tahun 2017 digunakan sebesar 
909.684.185. sehingga sisa/silpa yang tersisa sebesar 25.000.000 
kemudian sisa/silpa tersebut akan masuk ke anggaran Dana Desa di 
tahun 2018.  
 Tahun 2018 
 Anggaran Dana desa pada tahun 2018 dikeluarkan oleh pemerintah 
sebesar 976.502.736 dan diterima oleh desa sebesar 976.502.736 kemudian 
digunakan oleh desa sebesar 955.021.950. 
 Program yang direncanakan dan terealisasi yaitu untuk melanjutkan 
pembangunan infrastruktur, pendidikan, sosial dan kebudayaan. Program  
pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi masyarakat, 
peningkatan kegiatan keIslaman, dukungan kegiatan BUMDes, kesehatan 
masyarakat dan kegiatan pengembangan masyarakat desa.  Rincian 
penggunaan Dana Desa pada tahun 2016 Desa Natar, Kecamatan Natar, 
Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut: 
1. Peningkatan jalan dengan kontruksi rabat beton, Dusun I (Natar II) 
sebesar 90.503.800 
2. Peningkatan jalan dengan kontruksi rabat beton, Dusun III (Taqwa 
Sari) sebesar 297.194.300 
  
3. Peningkatan jalan dengan kontruksi rabat beton, Dusun IX (Tanjung 
Rejo II) sebesar 327.935.850 
4. Kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebesar 
13.750.000 
5. Kegiatan pengajian majlis taqlim sebesar 3.000.000 
6. Kegiatan penyelenggaraan MTQ sebesar 10.300.000 
7. Kegiatan TPA sebesar 25.000.000 
8. Kegiatan promosi/pameran unggul khas desa sebesar 3.000.000 
9. Kegiatan 10 program PKK (Kesekretriatan PKK) sebesar 12.930.000 
10. Kegiatan pokja I PKK Bina Keluarga Lansia (BKL) sebesar 5.400.000 
11. Kegiatan pokja II PKK Bina Keluarga Remaja(BKR) sebesar 
12. Kegiatan pokja III PKK Bina Keluarga Balita (BKB) sebesar 
10.620.000 
13. Kegiatan pembinaan dan pengelolaan posyandu sebesar 24.460.000 
14. Kegiatan pelayanan KB, kesehatan ibu dan anak sebesar 7.706.000 
15. Kegiatan penyusunan profil desa 10.000.000 
16. Kegiatan pengembangan kepemudaan sebesar 11.000.000 
17. Pembangunan dan pengembangan STBM/Swasembada WC sebesar 
6.300.000 
18. Pengembangan perpustakaan desa sebesar 330.000 
19. Kegiatan pengembanan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis 
Masyarakat (PATBM) sebesar 10.000.000 
20. Kegiatan sosialisasi, pendataan dan pengumpulan PBB sebesar 
9.774.851 
  
21. Pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadang, penyerahan 
modal desa sebesar 73.370.000 
  Jadi anggaran dana desa pada tahun 2018 digunakan sebesar 
955.021.950 sehingga sisa/silpa yang tersisa sebesar 21.480.786 
kemudian sisa/silpa tersebut akan masuk ke anggaran Dana Desa di 
tahun 2019. 61 
 
3. Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Natar 
Kecamatan Natar  
  Laporan pertanggungjawaban ini akan disampaikan setiap 
bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan 
berikutnya. Dokumen yang digunakan untuk penatausahaan 
transaksi penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas 
umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Untuk proses 
pelaporan, kepala desa akan menyampaikan laporan realisasi 
pelaksanaan APBDes berupa laporan semester pertama dan laporan 
akhir tahun kepada bupati/walikota. laporan tersebut nantinya akan 
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan 
menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh 
masyarakat. Media tersebut diantaranya papan pengumuman. 
Bentuk laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup 
perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, dan rekomendasi 
penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa, yang dilakukan 
                                                             
61  Dokumen pengelolaan dana desa yang digunakan dan terealisasi di Desa Natar, 
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan 
  
musyawarah sebelumnya dengan masyarakat desa. Proses 
laporannya adalah tim pelaksana kegiatan disertai anggaran yang 
direncanakan oleh sekretaris desa dibuat laporannya dan diketahui 
oleh kepala desa. Pelaporan penggunaan dana di Desa Natar 
meliputi: 
 a. Laporan berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan 
penggunaan dana dibuat secara rutin setiap bulannya. 
Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah relisasi 
penerimaan dana, dan realisasi belanja dana desa. 
 b.  Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa 
mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan 
dana,masalah yang dihadapi dan rekomendasi 
penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa. 
 c.  Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur 
struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan 
diketahui kepala desa kemudian ke tim pendamping 
tingkat kecamatan secara bertahap.  
 Bapak Badrilah selaku Ketua BPD Desa Natar Kecamatan Natar, 
Kabupaten Lampung Selatan menjelaskan bahwa:  
“Pelaporan yang dilalukan di Desa Natar ini sudah diselesaikan 
dengan baik oleh pihak aparatur desa walaupun ada keterlambatan 
dalam pengumpulan laporan. Namun secara garis besar sudah kami 
laksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan desa.” 62 
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  Pernyataan Ketua BPD tersebut sudah sesuai dengan mekanisme 
pertanggungjawaban dan unsur akuntabilitas yang ada. kemudian ke 
tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping 
tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan 
tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati Tim 
Tingkat Kabupaten. 
 
C. Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Sebelum 
Adanya Dana Desa Di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten 
Lampung Selatan 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 menyebutkan Dana Desa 
adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN)  yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaa 
pembangunan, Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan 
peinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari 
dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi 
yang lebih memeratakan pendapatan. Dalam wawancara yang dilakukan 
kepada Bapak Sulaiman Rosyid selaku Sekertaris Desa Natar, 
menyatakan bahwa:  
“Sebelum adanya dana desa itu ada cuma terbatas, terbatas dalam artian 
seperti kegiatannya atau pendanaannya masih bersifat swadaya, dari 
dulu ada cuma terbatas. Makanya pemberdayaan masyarakat dalam 
bidang ekonomi misalkan memang tidak cukup terdengar atau terlihat di 
  
masyarakat, karena itu tadi masih terbatas. Selain itu juga, lembaga-
lembaga yang bersinergi dengan desa memang belum berjalan 
maksimal, seperti karangtaruna salah satunya, pemberdayaan pada para 
pemuda, program-programnya belum berjalan maksimal”.63 
 
 Penyaluran dana menjadi hal terpenting untuk pembangunan desa 
yang lebih maju. Dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
desa bahwa adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa 
yang bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari 
dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Pemberdayaan 
masyarakat di Desa Natar selama ini belumlah berjalan secara 
maksimal, terutama sebelum adanya kucuran dana yang cukup besar 
dari pemerintah. Tidak hanya itu, proses pembangunan infrastruktur di 
Desa Natar pun kerap kali berbenturan dengan terbatasnya dana yang 
tersedia. Dalam wawancara dengan Bapak badrilah selaku ketua BPD 
desa Natar, beliau mengatakan: 
“Pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa terhalang dengan 
kurangnya dana dan sebelum adanya dana desa pemerintahan desa 
hanya melakukan pengelolaan dana yang minim dengan dana seadanya. 
Keadaan ekonomi masyarakat Desa Natar secara umum sebenarnya 
tidak terlalu buruk, baik itu sebelum ada dana desa ini. Masyarakat ada 
yang bertani, dan juga sebagai buruh tani, berdagang, PNS dan yang 
lainnya. Dana desa ini dipriorotaskan untuk pembangunan infrastruktur, 
Makanya keadaan infrastruktur sebelum adanya dana desa cukup 
berbeda dengan setelah adanya dana desa. Sebelum adanya dana desa, 
keadaan infrastruktur belum mendapatkan perbaikan, seperti jalan dan 
jembatan belum ada perbaikan. Kasarnya keadaan infrastruktur sebelum 
adanya dana desa ini cukup jeleklah, seperti jalan di kampung-kampung 
yang rusak, jembatan juga gitu sama. Selain itu juga, ketika kami pihak 
pemerintah desa mau mengadakan perbaikan infrastruktur misalkan, 
kami selalu berbenturan dengan dana yang tersedia, cukup sulit kalau 
sebelum adanya dana desa”.64 
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D. Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Sesudah 
Adanya Dana Desa Di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten 
Lampung Selatan 
Pengelolaan Dana Desa sesudah adanya dana desa perlahan mulai 
membaik. Melalui Dana Desa Pemerintah Desa Natar mengalokasikan 
anggaran dana ini untuk sektor pembangunan. Dalam wawancara 
dengan bapak Edy suwaspodo mengakatakan bahwa: 
 “Dengan adanya dana desa, pemerintah desa mengajak dan merangkul 
seluruh lapisan masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan agar 
bisa ditingkatkan dari berbagai elemen, baik itu pemberdayan 
kependudukannya, kesejahteraan, dan sebagainya, alhamdulillah sedikit-
sedikit kita tingkatkan. Contohnya adalah Pengadaan BUMDES yang 
berupa Warung Desa. Bumdes menjual kebutuhan pertanian, pengadan 
KWT (kelompok wanita tani yang berasal dari program PKK), dalam 
kegiatan kesehatan yaitu jambanisasi dan pengkaderan posyandu dan 
dalam bidang pendidikan yaitu pengadaan sarana dan prasarana 
pendidikan dibawah umur (PAUD), pemberdayaan LINMAS.”65  
 
Sebelum adanya dana desa memang hal-hal yang khususnya bersifat 
pemberdayaan masyarakat dan ataupun pembangunan tidak begitu 
terasa, hal ini dikarenakan salah satunya adalah terbatas anggaran yang 
tersedia, bahkan pemberdayaan masyarakat di Desa Natar pendanaannya 
hanya bersifat sealakadarnya atau bersifat swadaya. Melihat keadaan 
sekarang, dengan adanya dana desa ini mampu dimanfaatkan sebaik 
mungkin oleh pemerintah desa dalam mengupayakan perbaikan Desa 
Natar. Pembangunan dalam aspek fisik atau infrastruktur, pemberdayaan 
masyarakat dalam segala aspek perlulah ditingkatkan. Dengan dana 
yang terbilang besar bagi desa sekarang, dalam rangka meningkatkan 
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kualitas desa, dan kualitas masyarakat agar lebih maju dan lebih baik 
lagi. 
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Natar dalam 
meningkatkan pemberdayaan dan kepuasan  masyarakat desa melalui 
program Dana Desa tentunya hal ini sangat berkaitan erat dengan peran 
pemerintah desa sendiri. Hal serupapun dilakukan oleh pihak 
Pemerintah Desa Natar, yang memang diharapkan mampu 
meningkatkan segala bentuk pemberdayaan masyarakat.  
Tabel 4 
Hasil kuesioner tentang pengelolaan dana desa di Desa Natar, 
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 
Sub variabel Indikator Pengelolaan SS S R TS STS Jumlah 
Transparan 10 15 5 - - 30 
 30% 50% 20%   100% 
Akuntbel  11 15 3    2 - 30 
 34% 50% 10% 6%  100% 
Partisipatif 15 15 - - - 30 
 50% 50%    100% 
Tertib dan Disiplin Anggaran 8 18 2 2 - 30 
 28% 60% 6% 6%   100% 
Sesuai visi misi  15 10 3 1   1 30 
 50% 30% 14% 3% 3% 100% 
Shiddiq (Jujur) dan Itqan 8 17 3 1 1 30 
  
(Profesional) 
 27% 57% 10% 3% 3% 100% 
Fathanah (Cerdas), Amannah 
(Terpercaya) dan Tabliq 
(Komunikatif) 
6 17 3 3 1 30 
 20% 57% 10% 10% 3% 100% 
Sumber: Hasil kuesioner yang dilakukan kepada masyarakat Desa Natar, 
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 26 Maret 2019 
di Desa Natar. 
Berdasarkan hasil kuesioner dan penelitian yang penulis lakukan 
pada masyarakat desa Natar rata-rata penilaian masyarakat memberikan 
penilaian yang baik terhadap pertanyaan yang peneliti buat sesuai dengan 
indikator pengelolaan dana desa, pengelolaan desa Natar sudah menjalankan 
indikator dari pengelolaaan dana desa yaitu bersifat transparan, akuntabel, 
partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Transparan dalam pengelolaan 
dana desa natar sudah dilakukan oleh  pemerintah desa natar dengan 
memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk 
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 
pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 
Masyarakat  desa Natar juga bisa mengetahui dan mendapat akses informasi 
seluas-luasnya tentang keuangan desa yang ada di desa Natar  yang 
membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang 
benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah 
  
desa  dan keterbukaan di dalam organisasi sektor publik khususnya 
pemerintahan adalah bagaimana pemerintah bersifat terbuka tentang segala 
informasi yang ada di dalam pemerintahan itu sendiri. Pemerintah desa 
Natar juga memberitahu mengenai cara mendapatkan informasi dan 
prosedur pengaduan apabila informasi tidak dapat diperoleh secara 
keseluruhan. Pemerintah desa Natar juga sudah bersifat Akuntabel yaitu 
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian 
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka 
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah desa Natar  sudah 
membuat kebijakan dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan desa pada 
semua tingkatan untuk memahami bahwa mereka bertanggung jawab 
mengenai hasil kerja mereka kepada masyarakat. Pemarintah desa Natar 
juga sudah menerapkan partisipatif masyarakat dalam pengelolaan keuangan 
desa, tentu perlu adanya partisipasi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar 
masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan keuangan dan karena 
masyarakatlah yang paling mengerti mengenai permasalahan yang terjadi di 
linkungannya. Dalam pengelolaan keuangan desa, memang tidak melibatkan 
seluruh masyarakat desa. Karena tidak semua masyarakat desa mengerti 
dengan pengelolaan keuangan dan juga jumlahnya yang cukup banyak. 
Pemerintah desa Natar juga sudah Tertib dan Disiplin Anggaran dalam 
menyusun pengelolaan keuangan desa dalam masa satu tahun anggaran 
yakni tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pemerintah 
desa menulis rencana anggaran keuangan desa pada APBDes (Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes tersebut berisi tentang Rencana 
  
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan juga Rencana 
Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah 
Desa (RKPDes). Rencana tersebut berisi tentang pembangunan desa secara 
berkelanjutan dan juga pengembangan para penduduk desa. Dalam 
pembentukannya, RPJMDes dan RKPDes dibentuk dengan cara mengikut 
sertakan masyarakat untuk bermusyawarah dan mengutarakan aspirasinya. 
Setelah rencana tersebut terbentuk, serkertaris desa dibantu oleh kepala desa 
membentuk APBDes selambat-lambatnya bulan Oktober tahun tersebut. 
Barulah rencana anggaran tersebut disampaikan oleh bupati atau walikota. 
Setelah melakukan evaluasi, maka bupati atau walikotaakan mengesahkan 
APBDes tersebut. 
Hal ini didukung oleh observasi yang penulis lakukan di Desa Natar, 
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dimana pengelolaan dana 
desa sudah menjadi lebih baik setelah adanya dana desa yang diterima oleh 
pemerintah desa untuk mencapai visi misi desa Natar yang digunakan untuk 
mengelola dan dana desa sebaik mungkin. Dengan demikian masyarakat 
desa natar dapat mencapai kepuasan setiap tahunnya dengan pengelolaan 
dana desa yang lebih baik. Salah satu kepuasan masyarakat dalam 
pengelolaan dana desa adalah pembangunan infrastuktur sudah mulai 
merata dengan adanya dana desa yang dikeluarkan pemerintah. 
Pembangunan infrastruktur berupa peningkatan jalan-jalan yang sudah 
diperbaiki setiap dusunnya meski masih ada dusun yang belum 
mendapatkan pengembangan infrastuktur ditahun berjalan dikarenakan 
terbatasnya dana desa yang dikeluarkan untuk pemberdayaan masyarakat, 
  
pengembangan potensi ekonomi lokal dan pembangunan srana prasarana 
lainnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya 
pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa  dengan 
pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, 
mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat 
masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek 
dalam pembangunan. Pembangunan desa dapat meningkatkan kehidupan 
yang berkualitas atau peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. 
Pemberdayaan masyarakat desa yaitu pengembangan kemandirian dan 
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, perilaku, 
kesadaran, sikap, keterampilan, kemampuan dan pemanfaatan sumber daya 
dengan menetapkan kegiatan, program, dan kebijakan, serta pendampingan 
yang disesuaikan dengan esesnsi permasalahan dan prioritas kebutuhan 
masyarakat desa. 
Tabel 5 
Hail kuesioner tentang kepuasan masyarakat dalam pengelolaan dana 
desa di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan 
No Indikator SS S R TS STS Jumlah 
1 Kualitas yang diberikan 
sesuai dengan yang 
dijanjikan 
10 15 3 2 - 30 
 Persentase 30% 50% 14% 6%  100% 
2 Pelayanan yang baik 
memberikan kepuasan 
12 18 - - - - 
  
 Persentase 36% 54%    100% 
Sumber: Hasil kuesioner tentang kepuasan masyarakat dalam pengelolaan 
dana desa di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 
Selatan pada tanggal 26 Maret 2019 di Desa Natar. 
 Kepuasan masyarakat dapat terlihat dari beberapa upaya desa Natar 
dalam meningkatkan kualitas dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan 
visi misi desa Natar yaitu keterkaitan misi desa natar dengan prioritas 
pembangunan di desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 
Selatan :  
1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang beriman, 
bertaqwa, berahlakul karimah, berkualitas dan mandiri melalui 
kebijakan  peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan 
peningkatan koordinasi lembaga keagamaan serta meningkatkan 
SDM yang beriman, bertaqwa, berkualitas dan mandiri, dengan 
sasaran yang hendak dicapai dengan meningkatya pengamalan 
agama Islam pada kehidupan masyarakat (pribadi, keluarga, 
masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah). peningkatan 
kegiatan-kegiatan keagamaan baik ditingkat kampung maupun 
tingkat desa.  
2. Terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih dengan 
meningkatkan profesionalisme aparatur pemertintah serta 
manajemen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik 
kepada masyarakat, membuat peraturan dan kebijakan yang 
berlandaskan keadilan dan berorientasi pada peningkatan sosial 
  
ekonomi masyarakat dah mewujudkan sistem informasi yang 
akurat dan berbasis tekhnologi, yaitu menyelenggarakan 
pemerintahan yang eektif, efisien, akuntabel, transparan dan 
sinergis dalam penuh tanggung jawab yang berlandaskan 
pengabdian, dengan sasaran yang hendak dicapai dengan 
terciptanya kualitas SDM aparatur pemerintahan yang jujur, 
disiplin, ikhlas, berdedikasi, dan berahlakul karimah dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan langkah 
strategis yang diambil melalui kebijakan mendorong aparatur 
pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya, 
dengan program peningkatan pembinaan dan kerohanian, 
pembinaan dan evaluasi rutin terhadap pelaksannaan kinerja 
aparat, menyediakan fasilitas dalam membantu kelancaran tugas 
aparatur pemerintah dengan program peningkatan dan prasarana 
aparatur desa dengan kebijakan mengoptimalkan pemanfaatan 
tekhnologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik 
dan pengembangan potensi desa, dengan program pengembangan 
infrastruktur tekhnologi informasi pemerintah desa dan 
meningkatkan serta mengoptimalkan data konten situs resmi 
pemerintah desa. 
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui 
pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif di 
bidang perdagangan dan industri berbasis pemberayaan ekonomi 
masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada dan 
  
meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 
4. Meningkatnya daya saing melalui pengembangan dan 
pemberdayaan  UMKM. 
5. Meningkatnya produktivitas dan produksi serta daya saing 
kegiatan usaha pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, 
dan industri kecil, dengan sasaran yang hendak dicapai.  
6. Meningkatnya sarana dan prasarana produksi dan tekhnologi 
pertanian yang berwawasan lingkunagan melalui kebijakan 
mengembangkan pertanian yang ramah lingkungan, dengan 
program mengembangkan padi organik dengan pola SRI, 
pengembangan ternak sebagai bahan pupuk organik. 
7. Mengembangkan pemanfaatan tekhnologi pertanian yang 
diselaraskan dengan sumber daya lokal, dengan sasaran yang 
hendak dicapai, yaitu meningkatkan hasil pertanian yang 
berkualitas dan sehat, dengan strategi yang diambil melalui 
kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, dengan 
program perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian, 
pengadaan benih unggul tanaman.  
8. Meningkatnya wawasan, pengetahuan, dan kemampuan petani 
dalam penguasaan tekhnologi pertanian yang berwawasan 
lingkungan, dengan program penyuluhan pertanian, 
pemberdayaan dan peningkatan kualitas kelompok tani di bidang 
produksi dan manajemen organisasi. 
  
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh penulis kepada 
masyarakat Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 
Selatan, membuktikamn Bahwa pengelolaan dana desa terhadap 
kepuasan masyarakat sudah sesuai dengan apa yang diharapkan 
masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya kepuasan 
masyarakat berdasarkan indikator pengelolaan dana desa dan 
indikator kepuasan masyarakat yang dapat dilihat dari hasil 
kuesioner pada masyarakat desa natar. Kepuasan masyarakat harus 
selalu dijaga dan di tingkatkan agar masyarakat dapat percaya 
dengan pengelolaan dana desa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB IV 
ANALISIS DATA 
 
A. Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada 
Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan 
Hasil analisis pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat 
adalah  keberhasilan pengelolaan dana desa adalah dengan menjalankan 
pengelolaan dana desa sesuai indikator pengelolaaan keuangan desa  yaitu 
berdasarkan prinsip Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, serta Tertib dan 
Disiplin Anggaran.  
1. Transparansi 
Masyarakat dapat  memperoleh informasi mengenai laporan 
keuangan bahwa memang laporan keuangan tersebut benar-benar 
dibuat secara jujur tanpa ada peubahan-perubahan yang berarti. 
Meskipun demikian, tetapi memang tidak semua informasi dapat 
diberikan kepada publik seperti misalnya informasi yang dapat 
menganggu keamanan dari organisasi itu sendiri. 
2. Akuntabel  
Pemerintah desa melakukan  prosedur dan mekanisme yang 
jelas, tepat, dan benar yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan, dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, 
mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja, terutama yang 
berkaitan dengan kepentingan masyarkat umum, memberikan sanksi 
yang tegas bagi aparat yang melanggar hukum. 
  
3. Partisipatif 
Pemerintah desa sudah manjalankan partisipasi masyarakat. 
Hal tersebut bertujuan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam 
pengelolaan keuangan dan karena masyarakatlah yang paling 
mengerti mengenai permasalahan yang terjadi di linkungannya. 
dalam pengelolaan keuangan desa, memang tidak melibatkan 
seluruh masyarakat desa. karena tidak semua masyarakat desa 
mengerti dengan pengelolaan keuangan dan juga jumlahnya yang 
cukup banyak. Setiap desa memiliki Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan 
ikut berperan dalam pengelolaan keuangan desa. 
4. Tertib dan Disiplin Anggaran 
Pemerintah desa tertib dan disiplin anggaran dalam menulis 
rencana anggaran keuangan desa pada APBDes (Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes tersebut berisi tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan 
juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Rencana tersebut berisi 
tentang pembangunan desa secara berkelanjutan dan juga 
pengembangan para penduduk desa. Dalam pembentukannya, 
RPJMDes dan RKPDes dibentuk dengan cara mengikut sertakan 
masyarakat untuk bermusyawarah dan mengutarakan aspirasinya.  
 
  
B. Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat 
Dalam Perspektif Islam Pada Desa Natar, Kecamatan Natar, 
Kabupaten Lampung Selatan 
Pandangan ekonomi syari’ah tentang pengelolaan dana desa 
terhadap kepuasan masyarakat di desa Natar sudah sesuai dengan sifat nabi 
Muhammad SAW yaitu Siddiq (jujur), Fathanah (cerdas), Amanah 
(terpercaya), dan Tabliq (Transparan). Selain dengan harus berdasarkan sifat 
nabi, pengelolaan dana desa juga harus berdasarkan prinsip ekonomi Islam 
yaitu Maslahah dan falah dengan menjadikan masyarakat menjadi makmur 
dan sejahtera dan meningkatkan taraf kehidupan yang lebih tinggi. Dalam 
mencapai kepuasan masyarakat pemerintah desa dalam  melakukan  
pengelolaan dana desa sudah dengan adil, merata dan menyejahterakan 
masyarakat dan tercapainya visi misi desa tersebut yaitu Terwujudnya 
pemerintah yang baik dan bersih dengan meningkatkan profesionalisme 
aparatur pemertintah serta manajemen pemerintah dalam memberikan 
pelayanan yang baik kepada masyarakat, membuat peraturan dan kebijakan 
yang berlandaskan keadilan dan berorientasi pada peningkatan sosial 
ekonomi masyarakat dan mewujudkan sistem informasi yang akurat dan 
berbasis tekhnologi, yaitu menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, 
efisien, akuntabel, transparan serta tertib dan disiplin anggaran dalam penuh 
tanggung jawab yang berlandaskan pengabdian, dengan sasaran yang 
hendak dicapai dengan terciptanya kualitas SDM aparatur pemerintahan 
yang jujur, disiplin, ikhlas, berdedikasi, dan berahlakul karimah dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan langkah strategis yang 
  
diambil melalui kebijakan mendorong aparatur pemerintah desa untuk 
meningkatkan kualitas dan kapasitasnya, dengan program peningkatan 
pembinaan dan kerohanian, pembinaan dan evaluasi rutin terhadap 
pelaksannaan kinerja aparat, menyediakan fasilitas dalam membantu 
kelancaran tugas aparatur pemerintah dengan program peningkatan dan 
prasarana aparatur desa dengan kebijakan mengoptimalkan pemanfaatan 
tekhnologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik dan 
pengembangan potensi desa, dengan program pengembangan infrastruktur 
tekhnologi informasi pemerintah desa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian 
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa 
Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sudah 
dilakukan dengan baik  yaitu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang 
dilaksanakan di desa  dengan pelayanan kepada publik yang 
meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi 
kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat 
masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai 
subjek. Pembangunan desa sudah cukup efektif dengan 
terealisasinya pembangunan disetiap dusun untuk meningkatkan 
kehidupan yang berkualitas dan pemberdayaa masyarakat yang 
menigkatkan kesejahteraan.  
2. Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Mengenai Pengelolaan 
dana desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa Natar, Kecamatan 
Natar, Kabupaten Lampung Selatan juga sudah melakukan 
pengelolaan dana desa sesuai dengan sifat tauladan nabi 
Muhammad SAW yaitu Siddiq (jujur), Fathanah (cerdas), Amanah 
(terpercaya), dan Tabliq (transparan)  dan juga sudah berdasarkan 
prinsip ekonomi Islam yaitu maslahah dan falah (kesejahteraan). 
  
B. Saran 
Dengan selesainya penulisan skripsi ini, beberapa saran yang dapat 
diajukan penulis berkaitan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut:. 
1. Hendaknya pemerintah desa di Desa Natar, Kecamatan Natar, 
Kabupaten Lampung Selatan dapat mempertahankan dan 
meningkatkan pengelolaan dana desa yang baik agar  masyarakat 
tetap puas terhadap pengelolaaan dana desa  yang ada di Desa 
Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 
2. Dalam perspektif ekonomi Islam pengelolaan dana desa harus tetap 
sesuai dengan sifat tauladan nabi sehingga dapat tercapainya 
prinsip ekonomi Islam diantaranya tercapainya kemaslahatan. 
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Gambar 1. Foto pada saat pra riset dengan bapak M. sulaiman Sebagai sekertaris 
desa Natar, Kec Natar, Kab Lampung Selatan 
           
  
 
Gambar 2. Foto dengan aparatur pemerinta desa Natar, Kec Natar, Kab Lampung 
Selatan 
  
 
  
 
  
 
  
 
Gambar 3. Foto saat penelitian dan pengisian kesioner pada masyarakat desa 
Natar, Kec Natar, Kab Lampung Selatan 
  
 
  
 
Gambar 4. Foto pada saat pembangunan jalan-jalan dan pemberdayaan 
masyarakat yang ada di desa Natar, Kec Natar, Kab Lampung Selatan 
  
 
  
 
Gambar 5. Foto transparansi, tentang kegiatan program lembaga ekonomi, sarana 
dan prasarana serta potensi kelembagaan yang ada di desa Natar, Kec Natar, Kab 
Lampung Selatan 
  
 
  
  
 
  
 
Gambar 6. Foto transparansi, dalam kegiatan sumber manusia, sumber daya alam 
dan kegiatan pkk. 
  
 
 
Gambar 7. Pembangunan jalan dan gorong-gorong di Dusun X Desa Natar, 
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan 
  
 
 
 
Pembangunan infrastruktur di Dusun VII Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten 
Lampung Selatan 
  
 
 
 
 
 
 
